
BUPATI BIREUEN 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI BIREUEN 
NOMOR 9TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJAKABUPATEN 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI BIREUEN, 

Menimbang a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan_ 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Bireuen, dipandang perlu mengatur 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Mengingat 

dan Belanja Kabupaten; · 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun· 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3897) Sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang · 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pcngclolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Pcrencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4633); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92); 

- 2 -

Dipindai dengan CamScanner 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KABUPATEN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan 

Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing
masing. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya 
discbut Pemerintah Kabupaten adalah unsur 
Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas 
Bupati dengan Perangkat Daerah Kabupaten. 

4. Bupati adalah Bupati Bireuen. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Bireuen. 
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat 
dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan 
kewajiban Daerah tersebut. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang 
selanjutnya disingkat APBK aclalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Qanun. 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja clan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK 
adalah dokumen yang mcmuat rencana pendapatan 
dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat 
rencana pendapatan, belanja, clan pembiayaan SKPK 
yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah 
yang digunakan sebagai dasar penyusunan 
rancangan APBK. 

10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang 
berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan/Sub Kegiatan yang 
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah 
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atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh 
Pcmerintah Dacrah untuk mcncapai sasaran dan 
tujuan pembangunan Dacrah. 

11. Kcgiatan/Sub Kcgiatan adalah bagian dari Program 
yang dilaksanakan oleh 1 (sa tu) atau bcberapa 
satuan kcrja pcrangkat dacrah sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan 
tcrdiri dari sekumpulan tindaka n pengerahan 
sumber daya baik yang berupa person ii atau sumber 
daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, a tau kombinasi dari bcbera pa atau 
semua jenis sumber daya terse but, sebagai masukan 
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk 
barang/jasa. 

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempa t 
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan 
Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah 
pada bank yang ditetapkan. 

13 . Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA
SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan 
clan belanja SKPK atau dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 

14. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Perubahan DPA-SKPK adalah dokumen yang 
rnernuat pcrubahan pendapatan dan belanja SKPK 
a tau dokumen yang rnemuat perubahan pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan SKPK yang rnelaksanakan 
fungsi bendahara umurn daerah yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 

15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat 
SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya 
dana sebagai dasar penerbitan surat pennintaan 
pembayaran atas pelaksanaan APBK. 

16. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS 
adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara 
Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar 
perjanjian kerja, surat tugas, dan/ a tau surat 
perintah kerja lainnya rnelalui penerbitan surat 
perintah membayar langsung. 

17. Surat Perintah Mernbayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban 
pengeluaran DPA-SKPK. 

18. Surat Perintah Membayar Langsung yang 
selanjutnya disebut SPM LS adalah dokumen yang 
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digunakan untuk pcncrbitan surat perintah 
pcncairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK 
kcpada pihak kctiga. 

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang sclanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumcn yang digunakan 
sebagai dasar pencairan dana atas bcban APBK. 

20. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 
pcmcrintahaan yang mcnjadi kcwenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 

21. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan oleh Pernerintah Daerah dan 
Dewan Penvakilan Rakyat Kabupaten rncnurut asas 
otonomi clan tugas pernbantuan clengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud clalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

22. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 
sernua Daerah. 

23. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 
Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Daerah. 

25. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi 
Rekomendasi yang selanjutnya disingkat SKPK 
Pemberi Rekomendasi adalah unsur perangkat 
daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Daerah yang bertanggung 
jawab atas pengusulan, evaluasi, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, 
pelaporan dan monitoring Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten. 

26. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur 
penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

27. Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK 
clan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

28. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak clalam 
kapasitas sebagai BUD. 
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29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPK yang 
melaksanakan I (satu) atau bebcrapa Kegiatan/Sub 
Kegiatan dari suatu Program scsuai dcngan bidang 
tugasnya. 

30. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 
Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK
SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada SKPK. 

31. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi 
pemerintah yang dibentuk dengan tugas 
melaksanakan pengawasan intern (audit intern) 
dilingkungan pemerintah pusat dan/atau 
pemerin tah daerah. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. Hibah; 
b. Bantuan sosial; 
c. Audit; 
d. Larangan dan sanksi; 
e. Monitoring dan evaluasi; dan 
f. Pendaftaran, pengusulan dan evaluasi Hibah dan 

bantuan sosial melalui sistem berbasis elektronik. 

BAB III 
HIBAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 3 
(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Hibah 

kepada: 
a. pemerintah pusat; 
b. pemerintah daerah lain; 
c. badan usaha milik negara atau badan usaha 

milik daerah; dan/ a tau 
d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan 

yang berbadan hukum Indonesia;dan 
e. partai politik 

(2) Hi bah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dapat 
berupa uang, barang a tau jasa. 

(3) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung 
kepada penerima Hibah untuk pelaksanaan program, 
kegiatan dan sub kegiatan. 
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(4) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah barang ataujasayang 
diberikan secara langsung kcpada pencrima Hibah. 

(5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan 
Pemerintah Kabupaten clan sctelah mcmprioritaskan 
pemenuhan belanja urusan wajib clan bclanja urusan 
pilihan. 

(6) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 
program, kcgiatan dan sub kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Bireuen sesuai urgensi dan kepentingan 
Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi 
pemerintahan, pembangunan clan kemasyarakatan 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
rasionalitas clan manfaat untuk masyarakat. 

(7) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SK.PK 
terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, clan 
sub rincian objek pacla program, kegiatan, clan sub 
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK 
terkait atau SKPK Pemberi Rekomenclasi. 

(8) Penganggaran belanja Hibah yang bukan merupakan 
urusan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang bertujuan untuk menunjang 
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub 
kegiatan Pemerintah Kabupaten, dianggarkan pada 
SKPK yang melaksanakan urusan pemerintahan 
umum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perunclang-undangan. 

(9) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memenuhi kriteria paling sedikit: 
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 
b, bersifat tidak wajib clan tidak mengikat; 
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, 

kecuali: 
1. kepada pemerintah pusat dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan 
daerah sepanjang tidak tumpang tindih 
pendanaannya dengan APBN sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh 
pemerintah atau Pemerintah Kabupaten 
sesuai clengan kewenangannya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. partai politik dan/ a tau 
4. ditentukan lain oleh peraturan perundang

undangan 
d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah 

Kabupaten dalam mendukung terselenggaranya 
fungsi pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan; dan 
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c. memenuhi pcrsyaratan penerima Hibah. 

Pasal4 
(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan 
kcpada Satuan Kerja selaku Pengguna 
/\nggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dari 
Kementerian/Lcmbaga Pemerintah non Kementerian 
yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah 
administrasi Pemerintah Kabupaten yang antara lain 
diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam 
Negeri yang mcmbidangi urusan pernerintahan di 
bidang Administrasi Kependudukan untuk 
pcnyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik. 

(2) Hibah dari Pemerintah Kabupatcn kepada 
pernerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf a dilarang tumpang tindih 
pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) clan pemberian Hibah harus 
dialokasikan dalam APBN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan 
kepada daerah otonom baru hasil pemekaran 
Pemerintah Kabupaten dan harus dialokasikan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
pemerintah daerah lain yang bersangkutan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada badan usaha milik negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 
c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada badan usaha milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf 
c diberikan dalarn rangka untuk meneruskan Hibah 
yang diterirna Pemerintah Kabupaten dari 
pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Hibah kepada badan usaha milik daerah 
sebagairnana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf 
c tidak dapat diberikan berupa barang kecuali uang 
atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan 
kepada badan atau lembaga: 
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 

dibentuk berdasarkan peraturan perundang
undangan; 

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 
telah rnemiliki Surat Keterangan Terdaftar yang 
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dilcrbitknn olch Mcntcri Dalam Ncgcri atau 
Gubcrnur atau Bupa ti; atau 

c. yang bcrsifal nirlaba, sukarcla bcrsifat sosia1 
kcmasyarnkatan bcrupa kclompok 
masyaraka.t/kcsatuan ma.syarakat hukum adat 
scpanjang masih hidup dan scsuai dengan 
perkembangan masyarakat dan kcbcradaannya 
diakui olch pcmcrintah pusat dan/atau 
Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui 
pengcsahan atau penetapan dari pimpinan 
inslansi vcrtikal alau Kepala SKPK terkait sesuai 
dengan kcwenangannya;dan 

d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan dan memenuhi 
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten sesuai dengan kewenangannya. 

(8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang 
berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada 
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
yayasan atau organisasi masyarakat yang telah 
mendapatkan pengesahan badan hukum dari 
kementerian yang membidangi urusan hukum dan 
hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(9) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada 
partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 5 
(1) Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana 

dimaksud dala11:1 Pasal 4 ayat (7) diberikan dengan 
persyaratan paling sedikit: 
a. memiliki kepengurusan di daerah domisili; 
b. memiliki keterangan domisili dari kelurahan/ 

Gampong setempat atau sebutan lainnya; dan 
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi 

Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan lembaga 
yang berkedudukan di luar wilayah administrasi 
Pemerintah Daerah untuk menunjang 
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub 
kegiatan Pemerintah Daerah selaku pemberi 
Hibah. 

(2) 1-Iibah kepada organisasi kemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) 
diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 
a. telah terdaftar pada kementerian yang 

membidangi urusan hukum dan hak asasi 
manusia; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi 
Pemerintah Kabupaten; dan 
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c. mcmiliki sckrctari at tetap di wilayah admin istrasi 
Kabupatcn Bircucn. 

(3) Hibah kcpada partai poli tik scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yaitu bcrupa 
pembcrian bantuan kcuangan kcpada partai politik 
yang mcndapa tkan kursi di DPRK yang besaran 
pcnganggaran bclanja bantuan kcuangan kcpada 
partai politik scsuai den gan kctentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kcdua 
Pengusulan 

Pasa16 
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Oaerah lain, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), badan atau lembaga, serta 
organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) dapat menyampaikan usulan 
Hibah baik berupa uang atau berupa barang/jasa 
secara tertulis kepada Bupati Cq. SKPK Pemberi 
Rekomendasi paling lambat sebelum Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) atau sebelum 
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(Perubahan RKPD) ditetapkan. 

(2) Setiap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya diperkenankan berupa satu usulan 
tertulis yaitu berupa surat permohonan dan proposal 
Hibah. 

(3) SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) sesuai dengan tugas dan wewenang 
SKPK Pemberi Rekomendasi berkenaan. 

(4) Dalam hal usulan penganggaran belanja Hibah 
bukan merupakan urusan dan kewenangan 
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang bertujuan 
untuk menunjang pencapaian sasaran program, 
kegiatan dan sub kcgiatan Pemerintah Kabupaten, 
maka usulan penganggaran Hibah dianggarkan pada 
SKPK yang melaksanakan urusan pemerintahan 
umum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Penganggaran belanja Hibah yang bukan merupakan 
urusan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bertindak 
selaku SKPK Pemberi Rekomendasi adalah SKPK 
Sekretariat Daerah. 

Pasal7 
( 1) Usulan tertulis dari Pemerintah Pusat, pemerintah 

Daerah lain, BUMN atau BUMD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari: 
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a. surat pcrmohonan; dan 
b. proposal. 

(2) Surnl pcrmohonan dan proposal scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
ditandatangani olch: 
a. pemerintah pusat ditandatangani oleh Pengguna 

Anggaran atau Kuasa Pcngguna Anggaran; 
b. pemcrintah dacrah lain ditandatangani oleh 

Kepala Dacrah dimaksud; dan 
c. BUMN atau BUMD ditandatangani oleh direktur 

utama/pimpinan/sebutan lainnya. 
(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b paling sedikit memuat: 
a. proposal Hibah berupa uang: 

1. identitas dan alamat pengusul; 
2. latar belakang; 
3. maksud dan tujuan; dan 
4. rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian 

Anggaran Bia ya (RAB). 
b. proposal Hibah berupa barang/jasa: 

1. identitas dan alamat pengusul; 
2. la tar belakang; 
3. maksud dan tujuan; 
4. jenis barang/rincian pekerjaan jasa; 
5. volume, harga/rincian biaya barang/jasa; 

dan 
6. lokasi pernberian barang/jasa. 

Pasal 8 
(1) Usulan tertulis dari badan atau lembaga, serta 

organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari: 
a. surat permohonan; 
b. proposal; dan 
c. kelengkapan dokurnen administrasi. 

(2) Surat permohonan clan proposal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
ditandatangani oleh ketua/pimpinan badan, lembaga 
atau organisasi kernasyarakatan. 

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, paling sedikit memuat: 
a. proposal Hibah bempa uang: 

1. identitas dan alamat pengusul; 
2. la tar belakang; 
3. maksud dan tujuan; dan 
4. rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian 

Anggaran Biaya (RAB). 
b. proposal Hibah berupa barang/jasa: 

1. identitas dan alamat pengusul; 
2. latar bclakang; 
3. maksud dan tujuan; 
4. jenis barang/rincian pekerjaan jasa; 
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5. volume, ha rga/rincian biaya barang/jasa; 
dan 

6. lokasi pcmbcrian barnng/jasa. 
(4) Dokumen administrasi scbagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri dari: 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi 
kemasyarakatan; 

b. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum 
yang telah mendapat pengesahan dari 
Kementerian yang membidangi urusan hukum 
dan hak asasi manusia atau Peraturan Gubemur 
atau Peraturan Bupati tentang pembentukan 
organisasi/Lembaga atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
d. fotokopi surat keterangan domisili dari 

kelurahan/ gampong setempat a tau sebutan 
lainnya; 

e. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga 
dari instansi yang berwenang; 

f. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah 
atau bukti perjanjian sewa bangunan/ gedung 
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 
masa berlaku sewa minimal 2 tahun; clan 

g. surat pemyataan tanggung jawab pengusul 
bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam 
Format I Lampiran Peraturan Bupati ini; dan 

h . salinan rekening bank yang masih aktif atas 
nama badan, lembaga atau organisasi 
kemasyarakatan untuk Hibah berupa uang. 

(5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf f, dikecualikan 
bagi: 
a. tempat ibadah; 
b. majelis taklim; dan 
c. taman/ tempat pendidikan Al-Quran, 
yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara 
sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan yang 
tidak berbadan hukum. 

(6) Dokumen administrasi sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (4) huruf b dan huruf e dikecualikan bagi badan 
a tau lembaga yang telah memenuhi kriteria 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (7). 

Bagian Ketiga 
Evaluasi U sulan 

Pasal9 
(1) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan evaluasi 
terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan 
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usulan Hibah baik bcrupa uang atau bcrupa 
barang/jasa sccara tertulis dan dokumcn tcrkait 
lainnya serta untuk mcnghindari clan menccgah 
adanya duplikasi usulan. 

(2) Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan clcngan cara penclitian administrasi clan 
peninjauanlapangan. 

(3) Dalarn rangka kelancaran pclaksanaan evaluasi 
sebagaimana climaksud pada ayat (2) Kepala SKPK 
Pemberi Rekomendasi membentuk Tim Evaluasi. 

(4) Dalarn melakukan penelitian administrasi dan 
pemnJauan Iapangan tcrhaclap usulan Hibah 
sebagaimana dimaksud pacla ayat (2), Tim Evaluasi 
clapat melakukan koordinasi dan/ a tau 
mengikutsertakan unsur SKPK terkait lainnya. 

(5) Penelitian aclministrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) clilakukan untuk meneliti kesesuaian 
persyaratan clan ketentuan clalam pernberian Hibah 
clan clituangkan dalam hasil penelitian administrasi 
yang clitandatangani olch Tim Evaluasi. 

(6) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul Hibah untuk 
meneliti kesesuaian antara usulan Hibah dengan 
fakta di Iapangan dan dituangkan dalam berita acara 
peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh Tim 
Evaluasi dan pengusul Hibah. 

(7) Tim Evaluasi menyampaikan hasil penelitian 
administrasi Hibah dan berita acara penmJauan 
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 
ayat (6) kepada Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi 
paling Iambat 2 (dua) hari kerja setelah berita acara 
peninjauan lapangan ditandatangani. 

(8) Berclasarkan berita acara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7), Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi 
clapat menerbitkan rekomendasi pengusulan Hibah 
atau surat penolakan permohonan Hibah yang 
disampaikan kepada pemohon Hibah paling lambat 2 
(dua) hari kerja setelah hasil penelitian administrasi 
dan berita acara peninjauan lapangan diterima oleh 
Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi. 

(9) Format laporan hasil penelitian administrasi dan 
berita acara peninjauan lapangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana 
tercantum dalam Format 2.1 dan Format 2.2, Format 
Keputusan Kepala Pemberi Rekomendasi tentang Tim 
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
sebagaimana tercantum dalam Format 2.3 serta 
format surat penolakan permohonan Hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana 
tercantum dalarn Format 3 Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 
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Bagian Kcempat 
Rekomcndasi Pengusulan 

Paragraf 1 
Rekomcndasi Pengusulan Hibah bcrupa Vang 

Pasal 10 
(1) Bcrdasarkan hasil pcnelitian administrasi dan berita 

acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9, Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi 
membuat dan menyampaikan surat rekomendasi 
pcngusulan Hibah berupa uang secara tertulis 
kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda. 

(2) Rekomendasi pengusulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau 
pengurangan atas usulan Hibah. 

(3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas 
rencana penggunaan Hibah sesua1 nominal 
rekomendasi. 

(4) Kepala Bappeda memberikan pertimbangan atas 
surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
keuangan daerah. 

(5) Surat -rekomendasi Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan pertimbangan Kepala Bappeda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencantuman 
alokasi anggaran Hibah berupa uang dalam 
rancangan RKPD atau rancangan Perubahan RKPD. 

(6) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh 
secara formal dan material terhadap hasil evaluasi 
dan rekomendasi atas usulan pemberian Hibah. 

(7) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Format 4.1 Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 
Rekomendasi Hibah berupa Barang/Jasa 

Pasal 11 
(1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita 

acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9, Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi 
membuat dan menyampaikan surat rekomendasi 
Hibah berupa barang/jasa secara tertulis kepada 
Bupati Cq. Kepala Bappeda. 

(2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat paling sedikit: 
a. identitas penerima Hibah barang/jasa; 
b. jenis dan jumlah barang/jasa; 
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(6) Surat rckom cnc.lof.l i Kcpala SKPK Pcmbcri 
Rckomcnd rii m.:bur~uimana dimaksud pada ayat (1) 
dan pcrtimlwngan Kcpala Bappcda scbagaimana 
dimalrnud pada ayat (5) mcnjadi dasar pcncantuman 
alokasi angvarnn Hibah berupa barang/jasa dalam 
rancangan RKPD atau rancangan Perubahan RKPD. 

(7) Kcpala SKPK Pcmbc.:ri Rekomendasi scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh 
sccara formal dan matc;rial terhadap hasil evaluasi 
dan rckomcndasi atas usulan pemberian Hibah 
bcrupa barang/ jasa. 

(8) Format rckomcndasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tcrcanlum dalam Format 4.2 Lampiran 
Peraturan Bupali ini. 

Bagian Kelima 
Penganggaran 

Pasal 12 
(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPK. 
(2) Hibah berupa barang/jasa dicantumkan dalam RKA

SKPK. 
(3) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) clan 

ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam 
APBK atau Perubahan APBK sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 13 
( 1) Hi bah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) dianggarkan pada SKPK Pemberi 
Rekomendasi dan dirinci menurut objek, rincian 
objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, 
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dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi 
SKPK Pemberi Rekomendasi. 

(2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan pada 
SKPK Pemberi Rekornendasi dan dirinci menurut 
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada 
program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan 
tugas dan fun gsi SKPK Pemberi Rekomendas· . 

Pasal 14 
Berdasarkan APBK a t a u Perubahan APBK sebagaimana 
dima ksud dalam Pasal 12, daftar n ama penerima, alamat 
pene rima dan besara n Hibah dicantumkan dalam 
Lampiran Pcraturan Bupati tentang Penjabaran APBK 
atau Perubahan APBK sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Pelaksanaan dan Pcnatausahaan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 15 
Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang dan Hibah 
berupa barang/jasa berdasarkan atas DPA-SKPK 
Pemberi Rekomendasi. 

Pasal 16 
(1) Penetapan Penerima Hibah berupa uang atau 

barang/ jasa didasarkan pada Qanun 1.entang 
APBK/ Perubahan APBK dan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBK/Penjabaran Pernbahan 
APBK. 

(2) Daftar penerima Hibah berupa uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan besaran uangyang a.Kan 

dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan hepala 
SKPK Pemberi Rekomendasi. 

(3) Kebenaran data dan keabsahan dokumen 
persyaratan penerirna Hibah berupa uang atau 
barang/jasa yang tercantum dalam daftar penerima 
Hibah sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) menjadi 
tanggung jawab SK.PK Pemberi Rekomendasi. 

(4) Daftar penerirna Hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) rnenjadi dasar penyaluran Hibah. 

Paragraf 2 
NPHD Hibah berupa Uang 

Pasal 17 
(1) Setiap pemberian Hibah berupa uang terlebih dahulu 

dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
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(NPHD) ynng ditandntangani olch Kepal SKPK 
Pcmbcri Rckomcndasi clan Pcnerima Hibah. 

(2) NPHD scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling 
scdikit mcmuat kctcntuan mcngenai: 
a. pcmbcri clan pcncrima Hibah; 
b. tujuan pcmbcrian Hibah; 
c. bcsnran/rincian pcnggunaan Hibah yang akan 

ditcrima; 
d. hak clan kewajiban; 
e. tata cara pcnyaluran/pcnyerahan Hibah; 
f. ta ta cara pelaporan Hibah; 
g. audit, dalam ha! nilai Hibah bcrupa Uang bernilai 

sama ntau lcbih besa r daripada Rp250.000.000, 
(dua ratus lima puluh juta rupiah); dan 

h. sanksi. 
(3) NPHD berupa uang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disiapkan oleh SKPK Pemberi Rekomendasi 
atau Penerima Hibah dan cliajukan permohonan 
penandatanganan NPHD Hibah berupa uang oleh 
Penerima Hibah kepada Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi. 

(4) Sebelum dilakukan penandatangan NPHD, KepaJa 
SKPK Pemberi Rekomendasi melakukan penelitian 
kesesuaian NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dengan: 
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas penggunaan 

Hibah; 
b. nilai besaran Hibah yang tercantum dalam 

Qanun tentang APBK/Perubahan APBK dan 
Peraturan Bupati ten tang Penjabaran 
APBK/Penjabaran Perubahan APBK; dan 

c. Keputusan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi 
mengenai daftar penerima Hibah. 

(5) Bentuk surat permohonan penandatanganan NPHD 
berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

(6) Bentuk NPHD Hibah berupa uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 7.1 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(7) Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum 
dimuat dalam format NPHD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi 
dan penerima Hibah dapat melakukan penambahan 
klausul perjanjian sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(8) Biaya atas pelaksanaan audit sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf g dibebankan pada 
nilai hi bah yang diterima oleh penerima hi bah berupa 
uang. 
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Paragraf 3 
NPHD berupa Barang/Jasa 

Pasal 18 
(1) Setiap pcmbcrian Hibah bcrupa barang/jasa terlebih 

dahulu clituangkan dalam NPHD yang 
ditandatangani oleh Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi dan pcncrima Hibah berupa 
barang/jasa berdasarkan DPA-SKPK atau Perubahan 
DPA-SKPK. 

(2) NPHD atas Hibah berupa barang/jasa sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 
kelentuan mengenai: 
a. pemberi dan penerima Hibah ; 
b. tujuan pemberian Hibah; 
c. besaran /rincian penggunaan Hibah yang akan 

diterima; 
d. hak dan kewajiban; 
e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; 
f. tata cara pelaporan Hibah; dan 
g. sanksi 

(3) Sebelum dilakukan penandatangan NPHD, Kepala 
SKPK Pemberi Rekomendasi melakukan penelitian 
kesesuaian NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dengan: 
a . nilai besaran Hibah yang tercantum dalam 

Qanun tentang APBK/Perubahan APBK dan 
Pera tu ran Bupati ten tang Penjabaran 
APBK/Penjabaran Perubahan APBK; dan 

b. Keputusan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi 
mengenai daftar penerima Hibah. 

(4) Bentuk NPHD berupa barang/jasa sebagaimana 
dimaksud p<:tda ayat ( 1) tercantum dalam Format 7 .2 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(5) Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum 
dimuat dalam format NPHD, Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi dan penerima Hibah dapat melakukan 
penambahan klausul perjanjian sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 4 
Pencairan Hibah Berupa Uang 

Pasal 19 
(1) Pencairan Hibah berupa uang dari Pemerintah 

Kabupaten Bireuen kepada penerima Hibah 
dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan 
pakta integritas. 

(2) Penerima Hibah mengajukan surat usulan pencairan 
Hibah kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi dilengkapi dokumen administrasi, 
meliputi : 
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n. . urnl usulnn r'"·nr.nir:m H1b~h y, np dilr.n~;.,:ipi 
R ·ncnna AngP,arnn T3i~;:i rr~ dJ) /!?1~;1,1 n~:in 
Hihnh prng clah di -; ::iibrn kn,,;:in ni!-:.i 
bcs~ran Hi bah ·ang di rrim ,<: ,u::ii (faf ~r n:-,rr:;! 
pcncrima c1lama ptn ·rima dan '.!. ran H1~::in 
dalam lampir::in P ·rnturan B p::i i .ntAn~ 
Pcnjahnrnn PBK :i tau Pcnjabaran Pt, 1-i'-?h:rn 
APBK; 

b. PHO; 
c. fotokopi Kar u Tanda Pcnduduk (KTP) "!n~ri ,.::e 

Hibah; 
d. fotokopi rck ning bank yan masih aY- if: 
c. kuita n i bcrma crai cukup, dibubuhi 

dita nd atangani olch pimpinan dan bcn 
instansi pcncrima Hibah atau scbutan ai 

f. pakta intcgritas bermatcrai cukup; dan 

<-a? 
::ihara 
ya; 

g. dokumcn adminis rasi la innya scsuai keten uan 
pera turan perundang-undangan. 

(3) Dokumen admin istrasi sebagaimana dimaksud ;,ada 
ayat (2) dibua t dalam rangkap 2 (dua). 

(4) Usulan pencai ran Hibah sebagaimana dima;<s..rd. 
pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara seKalig-Js 
clan/ atau bertahap. 

(5) Terhadap penerima Hibah yang dokume:. 
administrasi sebaga imana dimaksud pada a;a (2 ) 
dinyatakan lengkap dan sah oleh SKPK Pern eri 
Rekomendasi, maka Kepala SKPK Pembe-:i 
Rekomendasi membuat dan menyampaikan s -a~ 
rekomendasi secara tertulis kepada PPTK 
kegiatan/ sub kegiatan Hi bah dan Be daha.:-a 
Pengeluaran dalam rangka pencairan Hibah be ?a 
uang disertai dengan Pakta Integri tas berma era· 
cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hun..i.: . 

(6) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi bertan&:,t7U-""'1g 
jawab penuh secara formal dan material atas 
rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5). 

(7) Usulan pencairan hibah secara bertahap 
sebagaimana dimaksud pada aya t (4) diarur dalam 
NPHD. 

(8) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pa a 
ayat (2) huruf f tercanturn dalam Fonna 8. 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 20 
(1) Pencairan Hibah diproses oleh PPTK, Bendahara 

Pengeluaran dan PPK-SKPK pada SKPK Pemberi 
Rekomendasi sesuai dengan mekanisme pembayaran 
Iangsung (LS) dari Rekening Ka s U mum Dae rah ke 
nomor rekening bank penerima Hiba h. 
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(2) Bendahara Pcngeluaran SKPI< mencrbitkan SPP-LS 
untuk diajukan kepnda Kcpala SKPK Pcmberi 
Rcomendasi mclalui PPK-SKPK bcrdasa rkan: 
a . DPA-SKPK/Pcrubahnn DPA-SKPK; 
b. Keputusan Kcpala SKPK Pcmbcri Rckomcndasi 

tentang penctapan da ftar pcncrima Hibah; 
c. Pakta Integritas sebagaimana dimaksud da lam 

Pasal 19 ayat (2) huruf f; clan 
d. fo tokopi rekening bank yang masih aktif. 

(3) Dalam ha! dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK
SKPK, PPK-SKPK mcnyiapkan SPM-LS untuk 
ditandatangani oleh Kepala SKPK Pembcri 
Rekomendasi. 

(4) Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), maka Kuasa BUD mcnerbitkan SP2D 
dan selanjutnya mentransfer dana Hibah ke nomor 
rekening bank pcnerima Hibah. 

(5) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal21 
(1) Dalam hal usulan pencairan Hibah berupa uang 

terjadi pergantian pimpinan 
badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/ partai 
politik penerima Hibah, harus dibuktikan dengan 
surat keputusan pergantian/ pengangkatan 
pimpinan organisasi/lembaga/partai politik yang 
bersangkutan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan 
bad an/ lembaga/ organisasi kemasyaraka tan/ partai 
politik maka pencairan Hibah berupa uang untuk 
organisasi/lembaga/partai politik yang 
bersangkutan ditunda sampai dengan selesainya 
sengketa kepengurusan berdasarkan keputusan 
musyawarah dan/ atau putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap dan batas akhir pencairan 
tahun anggaran berkenaan. 

(3) Dalam hal sampai batas akhir pencairan tahun 
anggaran berkenaan belum terdapat keputusan 
musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap dalam· penyelesaian 
sengketa kepengurusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), rnaka alokasi anggaran Hibah untuk 
badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan atau 
partai poli tik yang bersangkutan dibatalkan. 
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Par gr:if 5 
P ·nynlurnn I liha h hc rupa Ba rang/ J:ls::i. 

Pa:--;a\22 
K pain KPI P ·mb ri R kom ·nd~ i s laku Pen guna 
An ~aran mclakuka n prose pcnga d an b rang/jas 
sc uai DPJ\- KPK a au Per bahan DPA-S KPK 
bcrdasa rkan k tcntuan peraturan pcrundang-unda n an 

an g mc nga tur men cnai pcn gadaan barang/ jasa. 

Pa a \ 23 
(1) Pen •alura n Hibah dari KPK Pcmbe ri Rekomendasi 

kepada pcncrima Hiba h bcrupa barang/jasa 
dilakukan sctcla h pcnandatanganan NPHD dan 
Pakta lntcgritas. 

(2) Pcnyerahan Hi bah berupa barang/ jasa disertai 
dengan bcrita acara serah tcrima. 

(3) Berita acara serah tcrima scbagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditandatanga ni oleh Kepala SKPK 
Pembcri Rekomendasi dan penerima Hibah 
barang/ jasa. 

Pasal 24 
(1) Penyerahan hibah berupa barang/jasa dilakukan 

oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi selaku 
Pengguna Anggaran kepada penerima Hibah setelah 
dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut: 
a. berita acara serah terima bennaterai cukup, 

dicap dan ditandatangani; 
b. NPHD; 
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk {KTP) Pengurus; 
d. surat pemyataan tanggung jawab/ pakta 

integritas bermaterai cukup; dan 
e. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 {dua). 
(3) Terhadap penerima Hibah yang dokumen 

administrasinya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dinyatakan lengkap dan sah oleh Kepala SKPK 
Pemberi Rekomendasi, maka penyerahan Hibah 
dapat dilakukan. 

(4) Bentuk format berita acara serah terima 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a 
tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 
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11 , I ln ul1111 ll•r t, 1\ lt, cl nrl 1•1drn1 p1·1wrl111 11 I llli rd1 I< ·pn rl n 

lh1pnl l Cq , 1.: 1•p1l1 11 , l, l' I\ l'1: 111lic ri I c lwn 11:11 d mli; 
h . 1, t'[HIIU :tl ll\ l,11 p11 ln !-\ l' l'K l'<1111h1:rl r~c k trn:ncl m ,i 

k11l1111 1i p1· 11 1· l11p11 11 <111 f111 r 1w11 Nl nm I Iii rd 1; 
(', NI '111 ): 
d . p11k l11 l1111 •1\ rlt11 11 cl nrl wnc ri111n I lilJt1 h ynrw, 

n11•11yn\1d, 1111 IJ1d1 w11 l lllm ll y11 ng cli tc: rim r, nlwn 
cll1 ;111111lrn1i m1:11ull dt:11 ~:1 111 Nf'I ID <I nn lH:rlnni~J~LI 11~ 
,l11w11li p1•11uh h 11 II< Ht: 11 m rormfl l d o n rno l ·rinl 
IH'll l',l\111\llllll 11 11> 11 \I; d1111 

1· . lh1k tl lnu i: r,•r 11 111 :1 p :rnb ·ri n llibnh b ·rup.1 u ng 
nl11u l>l'l'iln 111 ·1 11·11 ~a·rnli I ·ri mn / bukti s rnh t ·rim, 
\Jmnn g /ju:11 1 11l11 H pemlwrin n I lilJ,1 h b ·ru p ~t 
b11r1111g/J nHI\ , 

I nsnl 26 
(1) P ·rtnnggun~jnwobnn p ·ncrimo Hibah mclipu ti: 

n. lnpornn pcngpunrum Hilm h; 
b. sumt p Tny11tnrm tonggung jawab bcrmaterai 

ukup ynng m •nyntnknn bahw Hibah yang tdah 
ditcrimn t •I 1h dipcrgun ka n scsu a i dcngan 
NPHD; dnn 

' bukti-bukti p ·n~ ' lunron yn ng lcngknp dan snh 
s 'stmi I· 't'nltmn pcrnturan pcrunda ng 
undungan bn ' l p 'ncrima Hi bah bcrupa u a ng a ta u 
snlinan beriln ncnrn serah terima / bukti se rah 
terima bm·nn /jnsn untuk bagi penerima Hibah 
berupn l:mro.ng/ jnsn. 

(2) Bentuk la ponm scbngnirnan n dimaksud pa da aya t (l) 
huruf a. tcrco.nlum dulnrn Format 10 Lampiran 
Peraturan Bupnti ini. 

(3) Bcntuk surut p rnya taan ta nggung jawa b 
p nggu1 mm libnh s b g imana dimaksud pada a a t 
(1) huruf b tl.!rcnntum dnlnm Form t 11 La mpira n 
Pernturan Bupnt.i ini. 

I 1 l 2 7 
( 1) Pen rima Hibnh b"rt m ggung jawnb penuh secara 

form al clan mnt 'rinl ,to pcnggunmm Hibah yang 
ditcrima n) n. 

(2) Pcncrimu Hibnh menyampaikan 
pcrlung ungjm, nbnn s ,l) gfliman a dimaksud dal m 
P nl 26 nyul (1) hurur n. dnn huruf b kepada Bupo.t i 

q. K"pnln KPK l 'mb ri Rckom nda si untuk Hib h 
b 'rtlpn uan° d un Hib h b~rupa barang/jasa, palin§ 
l mbul 1 (s fl tu) bu\nn berikutnyu setela\-

Dipindai dengan CamScanner 



pelaksanaan kcgiatan/sub kcgiatan sclesai atau 
paling Iambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 
Bcrkenaan. 

(3) Kcpala SKPK Pemberi Rekomendasi melakukan 
monitoring dan evaluasi dalam rangka evaluasi 
penggunaan Hi bah clan/ a tau percepatan 
pcnyampaian laporan penggunaan Hi bah 
sebagaimana climaksud pada ayat (2). 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (1) huruf c disimpan clan dipergunakan 
oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan. 

(5) Terhadap penerima Hibah yang masih terdapat sisa 
anggaran yang belum terselesaikan sesuai dengan 
NPHD sampai dengan akhir tahun anggaran, maka 
wajib menyampaikan Iaporan kepada Bupati Cq. 
Kepala SKPK Pembcri Rekomendasi dengan 
tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah selaku PPKD paling lambat tanggal 31 
Desember Tahun Anggaran Berkenaan. 

(6) Dalam ha! terdapat penerima Hibah yang masih 
terdapat sisa anggaran dan/ atau tidak dipergunakan 
sampai dengan akhir tahun berkenaan maka 
penerima Hibah wajib menyetorkan ke Rekning Kas 
Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan 
berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/ sub 
kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 
Desember Tahun Anggaran Berkenaan. 

(7) Format keputusan kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi dalam melakukan monitoring dan 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebagaimana tercantum dalam Format 2.3 Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 28 
( 1) Laporan penggunaan Hi bah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, paling sedikit 
meliputi: 
a. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati 

Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi; 
b. laporan keuangan, paling sedikit mernuat: 

1. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Hibah 
sesuai RAB; 

2. rincian realisasi kegiatan penggunaan dana 
Hibah; 

3. rekening koran bank pada periode diterima 
dana Hibah sarnpai dengan realisasi 
kegiatan / sub kegiatan; 

4. dalam hal terdapat sisa dana Hibah, 
dilampirkan bukti setoran pengembalian sisa 
dana Hibah ke Rekening Kas Umurn Daerah; 
dan 
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5 . dokumcn ndminislrns i lninnyn scsu ui 
kclcnluon pcmlurnn pc rundong-unclongnn. 

c . luporo n kcgiotnn/ s u b kcginla n , pnllng scdikil 
mcmL1n l: 
1. p ·ndnhulllnn; 
2. pcloksannnn kcgia tnn/ sub kcgiatun; da n 
3. hus il pclnksnnann kcgin to n/ su b kcgint·m . 

d . pcnulup/kcsimpulo n. 
(2) Lnporan pcnggunonn Hibah cla n s urnl pcrnyalao n 

tnnggung jawob bcrmntcrni cukup scbacoimnno. 
dima ksud dulom Pasal 26 nynl {l) huruf u clan huruf 
b don cl itandnta nguni scrta d ibu bu hi cap/ slc mpcl 
olch: 
o. Pcngguna J\nggumn a ta u Kuasa Peng una 

Anggaran untuk Pcmerin tah Pusa t; 
b. Kcpa la Daerah untuk Pcmcrintah Dacrnh Lain; 
c. Dircktur u tama /pimpi non/ scbu lan lai nnya 

untuk BUMD a ta u BUMN; don 
d. Ketu a /pimpina n/ scbutan la innya untuk badnn, 

lembnga , atau orgonisasi kcmasyarakatan . 
e. Ketua / pimpina n/ sebuta n lainnya untuk Pa rta i 

Politik. 

Pasal29 
Hibah berupa uang dan Hibah bcrupa ba rang/jasa 
dicatat sebagai realisasi belanja Hibah dalam program, 
kegiatan dan sub kegiatan pada SKPK Pemberi 
Rekomendasi. 

Pasal30 
Realisasi Hibah dilaporkan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan SKPK 
Pemberi Rekomendasi sesuai Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 

BABlV 
BANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 31 
(1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang. 
(2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Bantuan 

Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
individu, keluarga, kelompok dan/ a tau masyarakat 
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif 
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 
terjadinya risiko sosial, kecuali dala m keadaan 
tertentu dapat berkelanjutan. 

(3) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah kejadian atau peristiwa ya ng merupakan 
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis 
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p11lltll 1 1'1 111111111•11 111 1l 1111 1, 111111 1l 11111•111111 111 11111 y1 1111(Jllw 
thl11\ dlhl'l'll 1111 ht• l111\11 1111111111111 :10 d11I 11 \rn 11 11< 111 1dd 11 
ll'q1111·ul il1111 tldttl d11p11I lllrl1q, drll11m lw11cl\ 11 w11\11 r. 

(•I) l,1·11 l111u1 h•1·1t111111 d11p111 lwrl<11\11 11Jllln 11 ric l11q:1d111111 111 
111111111 n11d pml 11 11,\'III (~1) cll11l'ltlrn11 IJ1 d1 w11 11 11111111111 
,o:l\nl d11p11I dll 11•1·llrn11 w llf1p t11hlln 11 11 1:1:111·1111 11 1111p11I 
111•111·1·l1H11 1111111111111 :111 11 lrd tr ,ln h l1:p11 1 dnrl rl :i k, 
Ho:1111 \. 

(:1) lkli11\\t1 ll1111l111111 !h1:ilrd cll1111 f:~:11rlm 11 cl rd11 1n /\PIH< 
tlt':t\1111 d1·11n1111 I 1•11111111p111111 k, u1111J\llll d111 r 1h :1c t<:llil1 
1111·m1 rlmlt11nl 111\ \H ' t1Wn11l11111 lwl1111j1 1 llni :11 111 
1wnwd11111h1111 w, Ill> d 11 11 11n 1111 111 p ·mt:rl11 t11l 111n 
pllllmn, kt•1·1111II cllt1•n111lrn 11 111111 m::n111I clt:1 1g11n 
kl'I t'I\ I Ulll \ l)l'\'11l ll1'11 11 pr't'll 11d fl 11 J:· ll 11d r II 1J\11 ll , 

11111111 I ~~~ 
( 1) /\nm~otn/k ·lu111pok innny11rnlrnt rn:h r1n irnn 1H1 

climnlniucl d11l11111 P111ml :11 11yn t (?.) mcllpllti: 
n. individu, I C'lu111'f.l,I\ cl1111/ntrn1 rnn!1ynrnlrnt ym11~ 

111 ·11n11 lo111l krodn11n yn t g liclnk !-i lnbil ~1 ·hnr, ti 
nkil>at dul'l kl'liiln M081n l, ·kon mi, polilik, 
l>c:ncnnn nlnu l'm,01nr. nn nlnm ngnr clapot 
m 'II\ •1,uhl k IHtlllhnn hid up minimum; 
dnn/t\lnu 

b. I ·ml>o •tt min pcl\l rln lnhnn bidnng pcndidilrnn, 
lndivi lu, k ·lompok dnn/ nlnu mnsynrnknl duri 
k ·u 1'f\t1rnun dnn bi lnnp, lnln ynn 1 bcrpcrn n unluk 
mdindungi lnclivldn, kelompok dnn/Cll'lU 
mnsynrnknl dnri k '111l-ll1gkinnn Lcrjndinyu risiko 
soslnl. 

(2) Ang •olu/kdompol· inn. ynrnknl cbaguimann 
dimuksucl dnlum Pruml 3 l nyctl (2) m liputi: 
n. inclivldu, k •lumgu, kclompok clnn/ ntnu 

nm ·ynrnlml ynng rn ngnlnmi risiko o inl; nlnu 
b. 1 ·mbugn non p rn l'inlnhnn bidnng pc:ndic\iknn, 

kcngnmnun 1 dnn biclnn~ lnin ynng bcrpcrnn untuk 
mdindungi lndlvidu, kclompok, clnn/atau 
mnsymnknt ynng 1\1 ngulnmi kcndnan yang tidak 
stubil s •bn ,ui dmHpnk risiko o inl. 

(3) Bnnlunn oslnl b •rnpn nnng l rdiri nlas: 
n. Bnnlrnrn osinl ynng dir"n nnnknn; dnn 
b. Bnntunn Soslnl ) nn I ic\nk d p t c\ircncnnnlmn 

s •b ·lunmyn. 
( q Bnnlnnn Sosinl b •rnpn unn~ s •bngnimnnn dim 1ksud 

dnlnm Pusu\ 3 I nynl (I) l\C\1 lC\h rnmg y mg c\ibcriknn 
sccnrn Inn 1s u11 , k 'pn In p ·n ·rimn D Ht lunn osinl 
s ~p -rti: 
a . ben ·i ·wn bugi nnnk 1niskin; 
l>. ynynsnn p ·11 , •lo\C\ ynlirn pinlu; 

n ·lnynn mh;ld11; 
d. musynrnknl lrmjul u sin; 

mnsynrnlml t ·1-lnnlnr; 
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f. masyarakat penyandang disabilitas; 
g. tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang 

tidak mampu; dan/ a tau 
h. bantuan lainnya scpanjang scsuai dcngan tujuan 

pemberian Bantuan Sosial. 
(5) Bantuan Sosial bcrupa barang scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1) adalah barang 
yang diberikan secara langsung kcpada pcncrima 
Bantuan Sosial seperti: 
a. bantuan kcndaraan operasional untuk sekolah 

luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu; 
b. bantuan pcrahu untuk nelayan miskin; 
c. bantuan makanan/pakaian kcpada yatim 

piatu/tuna sosial; 
d. bantuan ternak bagi kelompok masyarakat 

kurang mampu;dan 
e. lainnya. 

f. Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikan kepada 
individu, keluarga, kelompok dan/ a tau masyarakat 
yang sudah jelas nama, alamat penerima dan 
besarannya pada saat penyusunan APBK 
berdasarkan usulan dari calon penerima Bantuan 
Sosial dan/ a tau atas usulan Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi. 

g. Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang 
direncanakan dianggarkan pada SKPK Pemberi 
Rekomendasi dan dirinci menurut objek, rincian 
objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, 
dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi 
SKPK Pemberi Rekomendasi. 

h. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko 
sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 
penyusunan APBK yang apabila ditunda 
penanganannya akan menimbulkan risiko sosial 
yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga 
yang bersangkutan. 

1. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b, antara lain: 
l]. Bantuan kematian kepada individu/masyarakat; 
2). biaya berobat bagi individu/masyarakat miskin; 
3). Bantuan korban kebakaran; 
4). Bantuan korban banjir;dan 
5). lainnya. 

J. Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak 
dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh 
Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi. 

k. Total pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang 
tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak boleh 
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mclcbihi total pagu nlokasi anggaran Bantuan Sosial 
yang dircncanakan dan penganggaran Bantu an 
Sosial yang tidak dapa l d ircncana ka n sebc lumnya 
dianggarkan dalam Bcla nja Tidak Tcrduga. 

Pasal 33 
(1) Pemberian Bantuan Sosial scbagaimana d imaksud 

dalam Pasal 31 paling scd iki t mcmcnuhi kritcria 
sebagai bcrikut: 
a . sclcktif; 
b. mcmcnuhi pcrsyaratan pcncrima ba ntu an; 
c. bersifat sementa ra da n tidak terus menerus, 

kecuali da lam keadaan tcrten tu da pa t 
berkelanjutan; dan 

d. sesuai tujuan penggunaan . 
(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf a diartikan bahwa Bantuan Sos ial ha nya 
diberikan kepada calon penerima Bantuan Sosial 
yang ditujukan untuk mclindungi da ri kemungkinan 
risiko sosial. 

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memiliki 
identitas kependudukan yang jelas. 

(4) Kriteria bersifat sementara clan tidak terus menerus, 
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak 
wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun 
anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan 
diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan 
setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan 
Sosial telah lepas dari risiko sosial. 

(5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan 
pemberian Bantuan Sosial meliputi: 
a. rehabilitasi sosial; 
b. perlindungan sosial; 
c. pemberdayaan sosial; 
d. jarninan sosial; 
e. penanggulangan kemiskinan; dan 
f. penanggulangan bencana. 

Pasal 34 
( 1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat (5) huruf a ditujukan untuk 
rnemulihkan dan mengembangkan kernampuan 
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar 
dapat rnelaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah 
dan rnenangani risiko dari guncangan dan 
kerentanan sosial seseorang, keluarga maupun 
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kelompok masyarnkot ag r kelangsungan hidupnya 
dnpat dipcnuhi se uni dcngan kcbutuhan dasar 
minimal. 

(3) Pembcrdayaan osinl sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 aynt (5) huruf c ditujukan untuk mcnjadikan 
scscorang atau kclompok masyarakat yang 
mcngalo.mi masalah sosial mcmpunyai daya, 
schingga mampu mcmcnuhi kcbutuhan dasarnya. 

(4) Jamimm sosial sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
33 ayat (5) huruf d merupakan skema yang 
melembaga untuk mcnjamin pcncrima bantuan agar 
dapat memcnuhi kcbuluhan dasar hidupnya yang 
layak. 

(5) Penanggulangan kcmiskinan scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (6) huruf e merupakan 
kcbijakan, program, kegiatan dan sub kcgiatan yang 
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 
masyarakat yang tidal< mempunyai atau mempunyai 
sumber mata pcncaharian dan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (6) huruf f merupakan 
serangkaian upaya yang ditujukan untuk 
rehabilitasi. 

Pasal 35 
(1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang 

diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial. 
(2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan uang yang diberikan secara 
langsung kepada penerima Bantuan Sosial yang 
antara lain berupa: 
a. beasiswa bagi anak miskin; 
b. yayasan pengelola yatim piatu; 
c. nelayan rniskin; 
d. rnasyarakat lanjut usia; 
e. masyarakat terlantar; 
f. masyarakat penyandang disabilitas; 
g. tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang 

tidak marnpu; dan/ atau 
h. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan 

pemberian Bantuan Sosial. 
(3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang 
diberikan secara langsung kepada penerima 
Bantuan Sosial yang antara lain berupa: 
a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah 

luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu; 
b. bantuan perahu untuk nelayan miskin; 
c. bantuan rnakanan/pakaian kepada yatim 

piatu/ tuna sosial; 
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d. ternok bagi kelompok masyarakat kurang 
mampu; dan/ atau 

e. bunluan Iainnya scpanjang scsuai dengan tuj uan 
pembcrio.n Bantuan Sosial. 

(4) Pcnerimo Banluan Sosial bcrtanggung jawab secara 
formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial 
yang ditcrimanya. 

Bagia n Kedua 
Bantuan Sosial yang Direncanakan 

Paragraf 1 
Pengu sula n 

Pasal36 
(1) Bantuan Sosial yang direncanakan dapat berupa 

uang atau barang. 
(2) Bantuan Sosial berupa u ang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) usulannya dapat berasal dari: 
a. calon penerima Bantuan Sosial dan/ atau 
b. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi. 

(3) Usulan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merupakan Bantuan Sosial yang diberikan kepada 
individu dan/ a tau keluarga. 

(4) Jumlah pagu usulan Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b tidak boleh melampaui pagu usulan dari 
calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a. 

Paragraf 2 
Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial 

Berupa Uang 

Pasal 37 
(1) lndividu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga 

non pemerintah dapat mengajukan usulan tertulis 
Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang. 

(2) Usulan tertulis dari individu, keluarga dan 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berupa: 
a. proposal, paling sedikit memua t: 

1. identitas pengusul; 
2. alamat pengusul; 
3. la tar belakang; 
4. maksud dan tujuan; dan 
5. rencana penggunaan Bantuan Sosial. 

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat: 
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
2. surat pernyataan tanggung jawab; 
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3. surat keterangan tidak mampu dari 
kelurahan/gampong setempat; dan 

4. salinan rekcning bank yang masih aktif. 
(3) Usulan tertulis dari lcmbaga non pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 
a. proposal, paling sedikit memuat: 

1. identitas pengusul; 
2. alamat pengusul; 
3. latar belakang; 
4. maksud dan tujuan; dan 
5. rencana penggunaan Bantuan Sosial/ 

Rencana Anggaran Bia ya (RAB). 
b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat: 

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
ketua/pimpinan/sebutan lainnya Lembaga 
non pemerintah; 

2. fotokopi Al<:ta Notaris pendirian badan hukum 
yang telah mendapat pengesahan dari 
Kementerian yang membidangi hukum atau 
Keputusan Gubemur atau Keputusn Bupati 
tentang pembentukan organisasi/lembaga 
atau dokumen lain yang dipersamakan; 

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
4. fotokopi surat keterangan domisili lembaga 

dari kelurahan/ gampong setempat; 
5. fotokopi 1zm operasional/tanda daftar 

lembaga dari instansi yang berwenang; 
6. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan 

tanah atau bukti perjanjian sewa 
bangunan/ gedung atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan masa berlaku sewa 
minimal 2 tahun; 

7. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai 
cukup; clan 

8. salinan rekening bank yang masih aktif atas 
nama Lembaga non pemerintah. 

Pasal 38 
Usulan Bantuan Sosial secara tertulis clan/ atau 
dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala SKPK 
Pemberi Rekomendasi paling lam bat sebelum RKPD atau 
Perubahan RKPD ditetapkan. 

Paragraf 3 
Pengusulan oleh Kepala SKPK atas Bantuan Sosial 
Berupa Uang Kepada Individu dan/ a tau Keluarga 

Pasal39 
(1) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dapat 

mengajukan surat usulan tertulis Bantuan Sosial 
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bcrupa uang yang dircnca na v.an ~1cbag~m~m:.i 
dimak. ud cJ ala m Pasal 36 ayat (2). 

(2) U u lan scbagaimana dimaksud p::ida aya (lJ 
bcrda sarv..an pcndataan SKPK clan t.anp:::: 
pcrmohonan tcrtuli s dari calon pcncrima B~n u:.i 
SosiaJ. 

(3) Surat u .,ulan cbagaimana dimaks ud pada ayat (lJ 
paling scdikit mcmuat da ta: 
a . ama calon pencrima, Nomor Induv. 

Kcpcndudukan (NIK), alamat, usia , jcnis kelamin; 
dan 

b. bcsaran Bantuan Sosial. 
(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapa 

bcrupa data softcopy dalam bentuk PDF' dan/ atau 
hardcopy. 

(5) Surat u sulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) 
tercantum dalam Format 12 Lampiran Peratu.ran 
Bupati. ini. 

(6) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi bertanggung 
jawab penuh secara formil dan materiil atas sura 
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
di tuang1'..an dalam surat pernyataan tanggung jawab 
mutlak bermaterai cukup. 

Pasal 40 
Usulan Bantuan Sosial secara tertulis sebagaimana 
dimaksud dalarn PasaJ 38 dan Pasal 39 disampail<__an 
kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda disertai surat 
rekomendasi paling lambat sebelum RKPD atau 
Perubahan RKPD ditetapkan . 

Paragraf 4 
Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial 

Berupa Barang 

PasaJ 41 
(1) Individu, keluarga, masyarakat dan/ a tau lembaga 

non pemerintah dapat mengajukan usulan tertulis 
Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang 
kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi paling lambat sebelum RKPD atau 
Perubahan RKPD ditetapkan. 

(2) Usulan tertulis dari individu, keluarga dan 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berupa: 
a. proposal, paling sedikit memuat: 

1. identitas pengusul; 
2. alamat pengusul; 
3. maksud clan tujuan; dan 
4 . kebutuhan barang. 

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat: 
1. fotokopi Kartu Tanda Pendud uk (KTP); dan 
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2 . surat pernyataan tanggung jawab. 
(3) Usulan tertulis dari lcmbaga non pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 
a. proposal, paling sedikit memuat: 

1. idcntitas pcngusul; 
2. alamat pcngusul; 
3. latar belakang; 
4. ma.ksud dan tujuan; dan 
5. kebutuhan barang. 

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat: 
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Kctua/ pimpinan/ sebutan lainnya Lembaga 
non pemerintah; 

2. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum 
yang tclah mendapat pengesahan dari 
Kementerian yang membidangi hukum atau 
Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati 
tentang pembentukan organisasi/ lembaga 
atau dokumen lain yang dipersamakan; 

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
4. fotokopi surat keterangan domisili lembaga 

dari kelurahan/ gampong setempat; 
5. fotokopi 1zm operasional/tanda daftar 

lembaga dari instansi yang berwenang; 
6. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan 

tanah atau bukti perjanjian sewa 
bangunan/ gedung atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan masa berlaku sewa 
minimal 2 tahun; dan 

7 . surat pernyataan tanggung jawab bermaterai 
cukup. 

Paragraf 5 
Evaluasi U sulan 

Pasal 42 
(1) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 rnelakukan 
evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan 
kelayakan usulan Bantuan Sosial secara tertulis dan 
dokumen terkait lainnya serta untuk menghindari 
dan mencegah adanya duplikasi usulan. 

(2) Evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara penelitian adrninistrasi dan 
peninjauan lapangan. 

(3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPK 
Pemberi Rekomendasi membentuk Tim Evaluasi. 

(4) Penelitian adrninistrasi sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh Tim Evaluasi untuk meneliti 
kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan 
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Bantuan Sosial yang dituangkan dalam hasil 
pcnclitian administrasi. 

(5) Pcninjauan lapangan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan di lokasi pcngusul Bantuan Sosial 
oleh Tim Evaluasi untuk mcncliti kcscsuaian antara 
usulan Bantuan Sosial dcngan fakla di lapangan clan 
dituangkan dalam bcrita acara peninjauan lapangan 
yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pengusul 
Banlunn Sosial. 

(6) Dalam mclakukan penclilian administrasi clan 
peninjauan lapangan lerhadap usulan Bantuan 
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPK 
Pemberi Rekomendasi dapat melakukan koordinasi 
dan/ atau mcngikutsertakan unsur SKPK terkait 
lainnya. 

(7) Bentuk hasil penelitian administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan bentuk berita acara 
peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) tercantum dalam Format 2.1 dan Format 2.2 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal43 
( 1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita 

acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42, Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi 
rnembuat dan menyampaikan surat rekomendasi 
Bantuan Sosial berupa uang atau barang tertulis 
kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda. 

(2) Kepala Bappeda memberikan pertimbangan atas 
surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
keuangan daerah. 

(3) Surat rekomendasi Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dan pertimbangan Kepala Bappeda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman 
alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan 
RKPD a tau Perubahan RKPD. 

(4) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh 
secara formal dan material terhadap evaluasi dan 
rekomendasi atas usulan pemberian Bantuan Sosial. 

(5) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), meliputi anggaran Bantuan 
Sosial berupa uang atau barang. 

(6) Bentuk rekomendasi Bantuan Sosial berupa uang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Format 4.1 Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 44 
(1) Untuk Banluan Sosial berupa barnng, surat 

rekomcndasi scbagaimuna dimaksud dalam Pasa l 43 
ayat (1) paling scdikit rncmuat: 
a. jcnis barang; 
b. volume; dan 
c. harga satuan barang. 

(2) Harga satuan barang scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c diusulkan olch Kcpala SKPK Pernberi 
Rckomendasi sebagai komponen dalam 
pcnganggaran belanja Bantuan Sosial berupa 
barang. 

(3) Bentuk rekomcndasi Bantuan Sosial berupa barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Format 4.2 Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 6 
Penganggaran dan Pelaksanaan 

Pasal 45 
(1) Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan 

Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam 
RKA-SKPK. 

(2) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial yang 
direncanakan dalam APBK atau Perubahan APBK 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 46 
( 1) Kepala SKPK Pernberi Rekomendasi menganggarkan 

Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang clan 
barang ke dalam RKA-SKPK yang dirinci menurut 
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada 
program, kegiatan, clan sub kegiatan sesuai dengan 
tugas dan fungsi SKPK Pernberi Rekornenclasi. 

Pasal47 
(1) Kepala SKPK Pemberi Rekornendasi rnenetapkan 

daftar penerima, alamat penerima clan besaran 
Bantuan Sosial yang direncanakan dengan 
berdasarkan Qanun ten tang APBK/Perubahan APBK 
Perubahan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBK/Penjabaran Perubahan APBK. 

(2) Pencantuman daftar nama penerima, alamat 
penerima dan besaran Bantuan Sosial yang 
direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBK/Penjabaran Perubahan APBK. 

(3) Bentuk Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 13 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Pasal48 
Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang 
dircncanakan bcrupa uang dan barang bcrdasarkan atas 
DPA-SKPK atau Pcrubahan DPA-SKPK. 

Pasal49 
(1) Penctapan pencrima Bantuan Sosial berupa uang 

atau barang didasarkan pada Qanun tentang 
APBK/ Perubahan APBK dan Pera tu ran Bupati 
tentang Penjabaran APBK/Penjabaran Perubahan 
APBK. 

(2) Daftar penerima Bantuan Sosial berupa uang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai 
besaran uang yang akan diserahkan ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi. 

(3) Daftar penerima Bantuan Sosial berupa barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai jenis 
barang, volume dan harga satuan barang yang akan 
diserahkan. 

(4) Kebenaran data dan keabsahan dokumen 
persyaratan penerima Bantuan Sosial berupa uang 
atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala SKPK 
Pemberi Rekomendasi. 

Paragraf 7 
Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang 

Pasal 50 
( 1) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa 

uang mengajukan surat permohonan pencairan 
Bantuan Sosial kepada Bupati Cq. Kepala SKPK 
Pemberi Rekomendasi dilengkapi dokumen 
administrasi, meliputi: 
a. surat usulan pencairan Bantuan Sosial yang 

dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
penggunaan Bantuan Sosial sesuai daftar nama 
penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan 
Sosial. 

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
c. fotokopi rekening bank yang masih aktif; 
d. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan 

ditandatangani penerima Bantuan Sosial; 
e. pakta integritas bermaterai cukup; dan 
f. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan jika diperlukan. 
(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) . 
(3) Usulan pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan 

berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau 
bertahap. 

(4) Terhadap pcncrima Bantuan Sosial yang dokumen 
a?ministrasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dmyatakan lengkap clan sah oleh SKPK Pemberi 
Rekomendasi, maka Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi membuat dan menyampaikan surat 
rekomendasi sccara tertulis kepada PPTK 
kegiatan/ sub kegiatan Bantuan Sosial berkenaan 
dan Bendahara Pengeluaran pada SKPK Pemberi 
Rekomendasi dalam rangka pencairan Bantuan 
Sosial berupa uang. 

(5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) disertai dengan Pakta Integritas bermaterai 
cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. 

(6) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi bertanggung 
jawab penuh secara formal dan material atas 
pencairan sebagairnana dimaksud pada ayat (1). 

(7) Bentuk pakta integritas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e tercantum dalam Format 8.2 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 51 
(1) Pencairan Bantuan Sosial diproses oleh PPTK, 

Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPK sesuai 
dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari 
Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening 
bank penerima Bantuan Sosial. 

(2) Bendahara Pengeluaran SK.PK menerbitkan SPP-LS 
untuk diajukan kepada Kepala SK.PK melalui Pejabat 
Penatausahaan Keuangan SK.PK berdasarkan: 
a. DPA-SKPK/Perubahan DPA-SKPK; 
b. Keputusan Kepala SK.PK tentang penetapan 

daftar penerima Bantuan Sosial; 
c. pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 ayat (1) huruf e; dan 
d. fotokopi rekening bank yang masih aktif. 

(3) Dalarn hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dinyatakan lengkap oleh PPK-SKPK, 
PPK-SKPK menyiapkan SPM-LS untuk 
ditandatanganai oleh Kepala SKPK. 

(4) Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D
LS clan selanjutnya men transfer dana Bantuan Sosial 
ke nomor rekening bank penerima Bantuan Sosial. 

(5) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan 
ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Paragraf 8 
Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang 

Pasal 52 
KepaJa SKPK Pemberi Rekomendasi selaku Pengguna 
Anggaran melakukan proses pengadaan barang/ jasa 
sesuai DPA-SKPK atau Perubahan DPA-SKPK 
bcrdasarkan ketentuan peraruran perundang-undanga n 
yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. 

Pasal 53 
(1) Penyera han Bantuan Sosial berupa barang 

dilakukan olch Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi 
kcpada pencrima Bantuan Sosial sctelah dilengkapi 
dokumcn ad minisu-asi scbagai bcrikut: 
a. bc: ri a acara sc rah tc rima bcrma tcrai cukup, 

dibubuhi cop dan ditandatan a ni Kcpnla SKPK 
sc lnku Pen una An a ran dnn pcncrima 
Dan uan o inl; 

b. fo okopi lfortu Ta nda Pcnduduk (KTP); 
pak n in tri ns b rmo r i cukup; dnn 

d. p r · ,;:ir on lnin · ltni kctcntu n pcrntu rnn 
p rundong-u nda ng n jik clip rlltknn. 

(21 Dokum 11 dmini , r;i. i :i ba~.iirnnna climz1ksud padn 
: ' t ( l) dihuo dnlam r, n .k. _ (chm). 

(3) T rhndnp rir • On U, l o i, I yan , <lob.mwn 
1dmi11bill 1. i ,. b;1 •·ii H ·1 dir b.ud padn ctya t ( 1) 

di11y1 JJ.:n1 I nr.k . 1b1 p ycrnhan Bnntuan 
~ o:ii I l:tp!tt dll :t kit 

Pel. ·u 

J • dirt:nca, akan bcrupa 
-.:. barnng menyamp ikan 

ua sial kepada Bupati Cq. 
ko:ne das·. 

PasaJ 55 
dan Banrua n SosiaJ berupa 
realisasi belanja Bantuan 

-egia ru dan sub kegiatan pada 
dasi. 

Rekomendasi 
a as .. a osial me ·puti: 
a. us an dari calon penerima Bantuan Sosial 

'ep 'a Bupa · Cq. Kepala SK.PK Pemberi 
Re. ·o. endasi; 
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b. Keputusan Kepala SKPK Pcmbcri Rckomendasi 
tentang penetapan daftar penerima Bantuan 
Sosial; 

c. pakta intcrgritas dari pcnerima Bantuan Sosial 
yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang 
diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, 
bertanggung jawab pen uh baik secara formal dan 
material atas penggunaan Bantuan Sosial; dan_ 

d. bukti transfer atas pemberian Bantuan 80s1~ 
berupa uang atau berita acara serah terima/bukt1 
serah terima barang atas pemberian Bantuan 
Sosial berupa barang. 

(2) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan 
bertanggung jawab secara formal dan material atas 
penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya. 

(3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang 
direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi: 
a. laporan penggunaan Bantuan Sosial; 
b. surat pernyataan tanggung jawab yang 

menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima 
telah digunakan sesuai dengan usulan; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah 
sesuai peraturan perundang-undangan bagi 
penerima Bantuan Sosial berupa uang atau 
salinan berita acara serah terima/bukti serah 
terima barang bagi penerima Bantuan Sosial 
berupa barang. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada 
Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi untuk 
Bantuan Sosial berupa uang dan Bantuan Sosial 
berupa barang. 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 31 
Desember Tahun Anggaran Berkenaan kecuali 
ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan 
perundang undangan. 

(6) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi melakukan 
monitoring dan evaluasi dalam rangka evaluasi 
penggunaan Bantuan Sosial berupa uang dan/ atau 
percepatan penyampaian laporan penggunaan 
Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4). 

(7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh 
penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan. 

Pasal57 
Bantuan Sosial berupa uang dan Hibah barang/jasa 
dicatat sebagai realisasi belanja Bantuan Sosial dalam 
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program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPK Pemberi 
Rckornendasi. 

Pasal 58 
Realisasi Bantuan Sosial dilaporkan dalam Laporan 
Rcalisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan 
SKPK Pemberi Rekomendasi sesuai Standar Akuntansi 
Pemerin tahan. 

Bagian Ketiga 
Bantuan Sosial yang Tidak Dapat 

Direncanakan Sebelumnya 
Paragraf 1 

Pengusulan 

Pasal 59 
(I) Individu dan/atau keluarga dapat menerima 

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya berupa uang dengan rnengajukan surat 
usulan tertulis atau berdasarkan surat keterangan 
dari pejabat yang berwenang. 

(2) Usulan tertulis dari individu dan/ atau keluarga atau 
surat keterangan dari pejabat yang benvenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan 
kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi untuk mendapat persetujuan secara 
tertulis setelah dilakukan verifikasi dan 
rnendapatkan surat rekomendasi dari SKPK Pernberi 
Rekomendasi. 

(3) Kepala SKPK Pernberi Rekomendasi dapat 
mengajukan surat usulan tertulis Bantuan Sosial 
berupa uang yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 32 
ayat (3) huruf b. 

(4) Pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mutatis mutandis sesuai 
tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. 

Paragraf 2 
Penganggaran 

Pasal 60 
Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya berupa uang dianggarkan dalam kelompok 
Belanja Tidak Terduga. 

Pasal61 
Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 60 tidak boleh melebihi pagu alokasi 
anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan. 
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Paragraf 3 
Pencairan 

Pasal62 
(1) B_elanja Bantuan Sosial yang tidak dapat 

d1rencanakan sebelumnya, pencairannya diajukan 
oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dengan tata 
cara sebagai berikut: 
a. Kepala SKPK mengajukan Rencana Kebutuhan 

Belanja (RKB) paling lama I (satu) hari kepada 
PPKD selaku BUD; 

b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan 
mencairkan BIT kepada Kepala SKPK 
Rekomendasi paling lama 1 (satu) hari terhitung 
sejak diterimanya RKB. 

(2) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya kepada individu dan/atau 
keluarga berdasarkan DPA-SKPK Belanja Tidak 
Langsung pada SKPK Sadan Pengelolaan Keuangan 
Daerah dengan dilampiri surat rekomendasi dari 
Kepala SKPK Pemberi Rekomedasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2). 

(3) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat 
direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh PPKD sebagai BUD sebagai Juru 
Bayar dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) 
sesuai ketersediaan anggaran. 

(4] Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat 
direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus dilengkapi dokumen administrasi, meliputi: 
a. Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak 

Pengguna Anggaran Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi; 

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
c. fotokopi rekening bank yang masih aktif; 

dan/atau 
d. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan 

ditandatangani penerima Bantuan Sosial. 
(5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dilengkapi 
dengan surat rekomendasi pencairan dari Kepala 
SKPK Pemberi Rekomendasi kepada PPKD selaku 
BUD. 

(6) Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen 
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dinyatakan lengkap oleh PPKD selaku BUD, maka 
PPKD selaku BUD memproses pencairan dana 
Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya dengan membebankan pada rekening 
Belanja Tidak Terduga. 
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(7) Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(8) Format Rcncana Kebutuhan Belanja (RKB) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
tercantum dalam Format 15 Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

(9) Format Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak 
Pengguna Anggaran Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a tercantum dalam Format 16 Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 4 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 63 
Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis 
belanja Bantuan Sosial pada pada SKPK Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah selaku SKPKD /PPKD 
dalam tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 64 
(1) Pertanggungjawaban Kepala SKPK Pemberi 

Rekomendasi atas pemberian Bantuan Sosial yang 
tidak dapat direncanakan meliputi: 
a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima 

Bantuan Sosial atau surat keterangan dari 
pejabat berwenang kepada Bupati Cq. Kepala 
SKPK Pemberi Rekomendasi atau 
usulan/perrnintaan tertulis dari Kepala SKPK 
Pemberi Rekomendasi; dan 

b. bukti transfer/serah terirna uang/kuintansi atas 
pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau 
bukti serah terima barang atas pemberian 
Bantuan Sosial berupa barang. 

(2) Penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat 
direncanakan berupa uang bertanggung jawab 
secara formal dan meterial atas penggunaan Bantuan 
Sosial yang diterimanya. 

(3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. laporan penggunaan Bantuan Sosial; 
b. surat pernyataan tanggung jawab yang 

menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima 
telah digunakan sesuai dengan usulan; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah 
sesuai peraturan penmdang-undangan bagi 
penerima Bantuan Sosial yang tidak 
direncanakan berupa uang. 
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(4) Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a disampaikan kepada Bupatl Cq. 
Kcpala SKPK Pemberi Rckomendasi untuk Bantuan 
Sosial yang tidak dircncanakan berupa uang paling 
lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 
Berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan 
peraturan pcrundang undangan. 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh 
penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan. 

Pasal65 
(1) Realisasi Bantuan Sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya dicantumkan dicatat 
sebagai realisasi Belanja Tidak Terduga dalarn 
program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPK yang 
melaksanakan fungsi SKPKD/PPKD. 

(2) Realisasi Bantuan Sosial dilaporkan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporai: 
Keuangan pada SKPK yang melaksanakan fungs~ 
SKPKD/PPKD sesuai Standar Akuntans1 
Pemerintahan. 

BABV 
AUDIT 

Pasal 66 
(1) Penggunaan Hibah oleh penerima Hibah dan 

Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan sosial berupa 
uang dengan nilai sama atau lebih besar daripada 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah) 
wajib diaudit oleh akuntan publik setelah 
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai kecuali 
yang telah dilakukan audit oleh aparat pengawas 
fungsional (BPK RI atau APIP). 

(2) Audit atas penggunaan dana Hibah dan Bantuan 
Sosial yang dilakukan oleh akuntan publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
antara lain kesesuaian penggunaan dana dengan 
proposal/NPHD dan kepatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundangan-undangan. 

(3) Biaya atas pelaksanaan audit sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada nilai hibah 
yang diterima oleh penerima hibah. 

Pasal 67 
(1) Penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan oleh penerirna 
Hibah atau Bantuan Sosial dengan biaya dibebankan 
kepada penerima Hibah dan Bantuan Sosial 
berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran. 
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(2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
me~p~kan akuntan publik yang terdaftar pada 
asos1as1 profesi yang sudah ditunjuk olch 
Kemcnterian Kcuangan. 

(3) Hasil audit scbagaimana dimaksud dalam Pasal 66 
ayat (2) disampaikan oleh penerima Hibah atau dan 
Bantuan Sosial kepada Bupati Cq. Kepala SKPK 
Pemberi Rckomendasi bersamaan dengan 
penyampaian Laporan Penggunaan Hibah/Bansos. 

BAB VI 
LARANGAN DAN SANKS! 

Pasal 68 
( 1) Pcnerima Hi bah atau Bantuan Sosial clilarang: 

a. mengalihkan dana Hibah atau Bantuan Sosial 
yang diterima kepada pihak lain; clan 

b. menggunakan dana Hibah diluar kegiatan/ sub 
kegiatan sesuai dengan proposal/NPHD. 

(2) Apabila penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak 
melaksanakan kegiatan/ sub kegiatan clan/ a tau 
melaksanakan kegiatan/ sub kcgiatan tidak sesuai 
dengan proposal/NPHD yang diusulkan, maka 
penerima Hibah atau Bantuan Sosial wajib 
mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial 
yang diterima kepada Pemerintah Kabupaten dengan 
cara disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling 
lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 
Berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan 
peraturan perundang undangan. 

(3) Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak 
mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/ atau 
terlambat atau tidak menyampaikan laporan 
penggunaan dan/atau laporan audit sebagaimana 
climaksud dalam Pasal 66, penundaan dan/ atau 
penolakan dalam pengajuan usulan dan/ atau 
pencairan Hibah atau Bantuan Sosial pada 
pengajuan atau usulan berikutnya. 

(4) Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak 
mengembalikan clana Hibah atau Bantuan Sosial 
sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) dan/ atau 
terlambat atau tidak menyampaikan laporan 
penggunaan dan/ atau laporan audit sebagaimana 
climaksud dalam Pasal 66, dapat dikenai sanksi 
administratif ataupun sanksi lain dan/ atau sanksi 
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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BAB VII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal69 
(l) SKPK Pemberi Rekomendasi mclakukan monitoring 

dan evaluasi atas pemberian Hibah dan/atau 
Bantuan Sosial. 

(2) H_asil monitoring dan evaluasi sebagaiman~ 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati 
dengan tembusan Inspektur paling lam bat tanggal 10 
bulan Januari tahun anggaran berikutnya. 

(3) Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum 
dalam Format 14 Larnpiran Peraturan Bupati ini . 

(4) Dalam hal SKPK Pemberi Rekomendasi tidak 
melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian 
Hibah dan/atau Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dikenai sanksi 
administratif berupa hukuman disiplin ataupun 
pernbebastugasan dari jabatan atau sanksi lain 
dan/ atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VIII 
PENDAFI'ARAN, PENGUSULAN DAN EVALUASI HIBAH 
DAN BANTUAN SOSIAL MELALUI SISTEM BERBASIS 

ELEKTRON1K 

Pasal 70 
(1) Dalarn hal telah tersedia sistern informasi berbasis 

elektronik, proses pendaftaran, pengusulan, 
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaari, 
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring 
dan evaluasi pernberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari APBK dilaksanakan melalui 
sistem infonnasi berbasis elektronik. 

(2) Pelaksanaan pendaftaran, pengusulan, 
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring 
dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersurnber dari APBK rnelalui sistern informasi 
berbasis elektronik sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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DABIX 
l<ETENTUAN PERALfHAN 

( 1) 1' . Posa! 71 . 
ata Cara Pcngusulan Evaluasi clan Rckomcn<las1, p , 
cnganggaran, Pclaksanaan, Pcnatausahaa n, 

P~rtanggungjawaban, Pclaporan dan Monitoring 
Hibah dan Bnnluan Sosial Hibah clan Bantuan So ial 
Unluk APBK Tahun Anggaran 2021 mcngacu pada 
kctcn tuan Pcra turan Mentcri Dalam Negcri Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Pcdoman Pembcria n Hi ba h clan 
Bantuan Sosial yang Bcrsumber dari Anggaran 
Pcndapatan dan Bclanja Kabupatcn (Bcri ta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dcngan Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 99 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560) dan 
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011 
ten tang Tata Cara Pernberian dan 
Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja 
Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan 
Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen 
Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pemberian 
dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja 
Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan 
Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Serita 
Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 231). 

(2) Tata Cara Pengusulan, Evaluasi dan Rekomendasi, 
dan Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten untuk APBK Tahun 2022 mengacu pada 
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hi bah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560) dan 
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Pcraturan Bupali Bircucn Nomor 32 Tahun 20 11 
ten tang Tata Cara Pcmberian dan 
Pcrtang ungjawalxm Bclanja Hibah, Belanja 
Bantuan "'osial, Bclanja Bantuan Keuangan dan 
Bclanja Tidal< Tcrduga scbagaimana tclah diubah 
dcngan Pcraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 
tcntang Pcrubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen 
Nomor 32 Tahun 20 11 ten tang Tata Cara Pemberi8:n 
dan Pertanggungjawaban Bclanja Hibah, BelanJa 
Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Kcuangan da~ 
Belanja Tidak Tcrduga yang Bersumber d~n 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Senta 
Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 231). 

(3) Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan, , . 
Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring 
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten untuk APBK Tahun 2022 mengacu pada 
Peraturan Bupati ini, 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal72 
(1) Belanja Bantuan Sosial yang diatur dalam peraturan 

Bupati ini tidak termasuk Belanja Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Dana Zakat, Infaq dan sedekah. 
Untuk Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Dana Zakat, Infaq dan sedekah diatur dalam 
peraturan tersendiri. 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, 
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011 
ten tang Tata Cara Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja 
Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan 
Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen 
Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pemberian 
dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja 
Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan 
Belanja Tidak Tcrduga yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Serita 
Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 231) 
yang mengatur mengcnai Belanja Hibah dan Belanja 
Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
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Pasal73 
P~raturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal 
d1undangkan. 

A~ar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan 
P ngundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
P~nempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bireuen. 

Diundangkan di Bireuen 
pada tanggal G; J'.l.l'l~ri 2022 

Ditetapkan di Bireuen . 
pada tanggal ~ .:)aouan 2022 

\ sUPATI BIREUEN,j 

- =-c::::::.e-~ -

~MUZAKKAR A. GANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR -~-~R 
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LAMPIRAN: PERATURJ\N BUP 
PEMBERIAN HIBAH DAN ATI OIREUEN NOMOR t; TAHUN un:1- TENTANG PEDO 111\fl 

FORMAT lA 

FORMAT 1B 

FORMAT lC 

FORMAT 2 .1 

FORMAT2.2 

FORMAT 2.3 

FORMAT 3 

FORMAT4.l 

FORMAT4.2 

FORMAT 5 

FORMAT 6 

FORMAT7.l 

FORMAT 7.2 

FORMAT8.l 

FORMAT 8.2 

FORMAT 9 

FORMAT 10 

FORMAT 11 

FORMAT 12 

FORMAT 13 

FORMAT 14 

FORMAT 15 

FORMAT 16 

BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBK 

DAFT/\R L/\MPJRAN 

SURAT PERMOHONAN PENGUSUL HIBAH/BANSOS 

FORMAT ILUSTRASI PROPOSAL HIBAH/BANSOS 
SURAT PERNYATMN TANGGUNG JAWAB PENGUSUL 
HIBAH/BANSOS 
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI 

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN 

KEPUTUSAN KEPALA SKPK PEMBERI REKOMENDASI TIM 
EVALUASI ATAS USULAN HIBAH/BANTUAN SOS!AL*) DAN 
TIM MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIA 
HIBAH/BANTUAN SOSIAL") 
BENTUK SURAT PENOLAKAN HIBAH/BANTUAN sosIAL 
BERUPA UANG DAN BARANG/JASA 
BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA 
UANG 
BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA 
BARANG/JASA 
DAFI'AR NAMA PENERIMA ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI 
HIBAH DITERIMA ' 
SURAT PERMOHONAN PENANDATANGANAN NPHD HIBAH 
BERUPA UANG 
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA 
BARANG / JASA 
PAKTA lNTEGRITAS HIBAH 

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL 

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA 

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN 
HIBAH/BANTUAN SOSIAL 
USULAN KEPALA SKPK BANTUAN SOSIAL YANG 
DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA 
BERUPA UANG 
DAFI'AR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN 
BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL 
LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI 

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKBJ BANTUAN SOSIAL 
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
PENGGUNA ANGGARAN SKPK PEMBER! REKOMENDASI 

~ UPATI BIREUEN, I 
- --· c::-C ~~~ -

MUZAKKAR A. GANI 
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·omor 
Sifat 
Lampinm 
Hal 

... .. ..... ... ........ ............ ...... .. ..... . 

P~·;~oho an Hibah/Bansos 

Yang benanci.a tangan di bav. ah ini: 
'ama 

... .............. ... ..... ... ,,,, . 20 ... .. . 

Kepada 
Yth. Bupati B::-':"!1-~ 
Ca. Kepala S:7L 
(N~a SKP-1.: ?~::r.d 
Rekomendas: 
di-
Bireuen 

........ .. .. ........................... ............. .. .... 
ro. KTP . .. .....................•..•........•• 

A.lamat . ······························•••··•· 
Jabatan .......... ... ...... ... ... .......... .. . 

ama Badan/Lembaga/Ormas : .................................... . 
Alam.at Badan/Lembaga/ Onnas : ...... .............................. . 

Saya selaku Ketua/Pi.mpinan / Kepala*) •........ ......••. .....•..•..• · · : ·: 
(Badan/Lembaga/Ormas Pemohon Hibah/Bantuan SoszJ, ciengan l!ll 

meogajukan permohonan Hibah/Bansos. Rincian Pe:mo:i.T"'--2:) Hili2h/Bansos 
yang saya ajukan sebagaimana terlampir dalam Proposal Pibab/ ~nsos. 

Dem.ikian Sura Permohonan Hibah/Bansos ini d.isamp---c:U-2:J .. !>.125 perhati.an 
dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

Calon Pete.· 1E ~ ab., 

(Nama Je12.S} 
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FORMAT 1B 

FORMAT ILUSTRASl 
PROPOSAL HlBAH/BANSOS 

Proposal Hibah/Bansos, paling kurang memuat informasi sebagai berikut: 

1. Tujuan Penggunaan Hibah/Bansos; 
2. Besaran Nilai Rupiah dan Rincian Penggunaan Hibah/B~so~ 

(Untuk Hibah/Bansos berupa Uang) atau Nama/Jenis/Spesifikasi 
Barang dan Jumlah Satuan/Volume Barang (Untuk Hibah/Bansos 
berupa Barang) 

3. Rencana Lokasi dan Tanggal Penggunaan Hibah/Bansos; dan 
4. Informasi lainnya 

Demikian Proposal Hibah/Bansos ini disampaikan. Atas perhatian dan 
kerja samanya diucapkan terima kasih. 

Calon Penerima Hibah, 

(Nama Jelas) 
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FORMAT lC 

SURAT PERNYATMN TANGOUNG JAWAB 
PENGUSUL HIBJ\H/BANSOS 

I<OP SURAT 
(PENGUSUL HIBJ\H/BANTUAN SOSIAL) 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Naroa 
No. KTP 
Alamat 
Jabatan 

. ····································· 

. ··· ·································· 

. ·· ···· ··················· ············ 

. ······· ··· ····· ··· ············ ...... ,. 
Nama Badan/Lembaga/Ormas : ....................... .. .... .. .. ... . 
Alamat Badan/Lembaga/Orrnas : ............. ...................... . . 

Saya selaku Ketua/Pimpinan/Kepala*) .. ··· ... ····· · ..... .. 
(Badan/Lembaga/Ormas Pemohon Hibah/Ban~~-•• "s~~i~i~.. dengan ini 
menyatakan bahwa: 

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data yang diajukan 
di dalam proposal hibah/bantuan sosial .. ) untuk Tahun Anggaran 
.. ... .... .. .. dan apabila dikemudian hari tern ya ta ditemukan data yang 
tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan menanggung segala 
konsekuensi hukum yang timbul. 

2. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan 
bertanggungjawab atas penggunaannya secara formal dan materiil apabila 
mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bireuen. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada 
unsur paksaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
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FORMAT 2.1 

(N . HASlL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI 
ama Badan/Lcmbaga/Orrnas Pcncrima Hibah/Ban tuan Sosia t•J 

TAHUN ANGGARAN .......... .. 
NOMOR ...... ... .. .... . 

Pada hari ini 
..... ........ ..... ...... ..... tahun 
tangan di bawah ini: 

... ............ .. ........ tanggal ... ....... ..... bu Ian 
.. .. .. ... .. . .. . .. ... ( ............. .. ......... .... .. ) yang bertanda 

No. Nama Jabatan Dalam Tanda Tangan 
Tim 

Berdasarkan Surat Togas Kepala SKPK ..................................... (nama 
SKPK Pemberi Rekomendasi) Nomor . .... .. .... .. tanggal ........ bulan .......... .. ·· • 
tahun ............. tel ah melakukan penelitian administrasi terhadap: 

Nama (Badan/Lcmbaga/Ormas) : ............ . ... .. ........ . ............................. . 

Alamat (Badan/Lembagn/Ormas): ···· ·· ·········· ..... ... .. ........ .. ........... .... .... . . 

Dcngan basil sebagai berikut: 

No. Data Administrasi Ada 
Tidak Keterangan 
Ada 

A. Kelengkapan Proposal Usulan Hibah/Bansos 
1. Identitas dan alamat pengusul 
2. Latar belakang 
3. Maksud dan tuiuan 
4. Rincian rencana kegiatan Gadwal 

pelaksanaan kegiatan) 
5. Rincian rencana penggunaan hibah/bansos 

(rincian ane:l!"aran biaya) 

B Dokumen Administrasi 
l. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

ketua/pimpinan, badan, lembaga atau 
organisasi kemasyarakatan*l 

2. Fotokopi Akta Notaris pendirian badan 
hokum yang telah mendapat pengesahan 
dari kementerian yang membidangi hukum 
atau Keputusan Gubernur atau Keputusan 
Bupati ten tang pembetukan 
organisasi/ bad an/ !em baga/ ormas a tau 
dokumen lain yang dipersamakan*) 
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' -
-ri~ Kclr.ronp/Jn 

No. Data Adrnini strasi Adn /l(fo - 3. Fotokopi Nomor Pokok Wujib Pajak (Nl'Wr~•l 
' 4. fotokopi surat kctcrongan doml nlli 

orgnnisasi kcmasyaralmtnn dari Kclurahun 
sctcmpat atau scbutan lui nnyu'J 

5. Fotokopi i1.in opcrusional/ lantlu daftor 
badan/lcmbaga /orrnus dari infllanai yang bcrwcnang1 

.. 6. 
Potokopi scrt ifikut tnnnh/bukti kcpcmilikan 
tanah atau bukti perjanjinn scwa 
bangunan/gcdung dcngan jangka waktu 
scwa minimal 2 (dua) tahun atau dokumcn 
lain yan.&. di}iersamakan"j 

7. Surat pcrnya taan tanggung jawab bcnnaterai cukup*) 
8. Salinan rekcning bank yang masih aktif atas 

nama badan, lembaga atau organisasi kemas_yarakatan 
' 9. Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen 

_yang dipersamakan•j 
10. Bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya apabila ada (tanda terima 

laporan pertanggungjawab8J!l1 
-

d agar dapat Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya an 
dipergunakan sebagamana mestinya. 

Catatan: 
~) disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon. 

Ketau Tim Evaluasi, 

(Nama Jelas) 
NIP ............ . 
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FORMAT 2.2 

BERITA ACARA PEN!NJAUAN I APANOAN 
(Nama Ba.dan/Lc . ,. / . '. . ~ 

muoga Ormas Pc11cnm11 Iltbnh/Bnntuon S091:11 I 
TAI-IUN ANGGARAN ........ .. .. . 

NOMOR ........... .. 

ini hul on .................... . .... lnnggnl ... .. .. ..... .. . 
................ ......... ... .. tal1t1n ( ) ang bcrtan<la 

d . b al .................... ........ ........... ....... .. .. y tangan 1 aw 1 ini: 

Pada hari 

No. Nruna Jabaton Dalam Tancla Tangan 
Tim 

Berdasarkan Surat Togas Kepala SKPK (nama SKPK Pemberi 
Rekomendasi) . .. .. . . ........ ... .. .. ... .. .. .. .. .. Norn or ... .. .. .. .. .. tanggal .. . .. .. . bulan 
.............. - tahun ...... ....... telah peninjauan lapangan terhadap: 

Narna (Badan/Lembaga/Ormas) : ..... . .... .. ... .. .... .. ............. ... ............. . ... . 

Alam at (Badan/Lembaga/Ormas): .. . ............................................... • .. • • • • 

Dengan hasil sebagai berikut: 

No Data Administrasi Sesuai Tidak Keterangan 
Sesuai 

A. Kelengkaoan orooosal usulan hibah/bansos 
l. ldentitas dan alamat oenimsul 
2 . Latar belakang 
3. Maksud dan tuiuan 
4. Rincian rencana kegiatan Uadwal pelaksanaan 

kegiatan) 
5. Rincian rencana penggunaan hibah/bansos 

[rincian anm:,aran biaval 

B. Dokumen Administrasi 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Ketua/pimpinan, badan, Jembaga atau 
organisasi kemasvarakatan •1 (aslinval 

2. Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hokum 
yang telah mendapat pengesahan dari 
kemcnterian yang membidangi hukum atau 
Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati 
ten tang pembetukan organisasi/badan/ 
lembaga atau dokumen lain yang 
dipersamakan *l laslinyal 
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-
Ticfak Kr:tt:rnnwm 

No Data /\dministni si 
Scoun i Scoua i ~3 . 

Fot~kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (Nl'WP) 'I 
(a slm...1.aJ 

r 4, 
Fotokopi surat ketcrangan domisili orga ninasi 
kemasyarakatan dari Kclurahan sctcmpat 
atau scbutan lainnya 1-_(a slinyaj_ 

5. Fotokopi izin operasional/landa cl a rta r 
badan/lembaga/ormas dari instansi yang 
berwcnan_g *lJaslinyaJ 

6. Fotokopi sertilikat tannh/bukti kcpcmilikan tanah atau bukti perjanjian scwa 
bangunan/gedung dengan jangka waktu sewa 
minimal 2 (dua) tahun atau dokumcn lain 
yan_g d!£ersamakan ") (aslinya) 

' 7. Surat pemyataan tanggung jawab bermatcrai 
cukUJ)_ *J Jaslinya) 

8. Salinan rekening bank yang masih aktir alas 
nama badan, lembaga atau organisasi 
kemasyarakatan Jaslinyaj 

9. Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen 
yan..1:, d!E_ersarnakan ~ jaslinyaj 

10. Bantuan yang pernah diterima tahun 
sebelumnya apabila ada (tanda terima laporan 
pertanggul!BiawabanJ 1 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan agar dapat 
d.ipergunakan sebagamana mestinya. 

Catatan: 

*) d.isesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon. 

Pengusul Hibah/Bantuan Sosial*) Ketua Tim Evaluasi 

(Nama Jelas) (Nama Jelas) 
NIP ........... . 

- 55 -

n 
- ----- ~ D"1i~pr;:in~dal" dengan CamScanner 



FORMAT 2.3 

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN 
KOP SKPK ........... . . 

(NAMA SKPK PEMBER! REKOMENDASI) 
------ ---------------------------------------------------------------------------------------

KEPUTUSAN KE PALA SKPK .. .. .... . 
(NAMA SKPK PEMBER! REKOMENDASI) 

NOMOR ....... .. 

TENTANG 

TIM EVALUASI USULAN HIBAH/BANTUAN SOSIAV) DAN 
T[M MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN H1BAH/BANTUAN 

SOSIAL*) SKPK ......... (NAMA SKPK PEMBERI REKOMENDASI) 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN ... . 

KEPALA SKPK .......... , 
(NAMA SKPK PEMBER! REKOMENDASI) 

a. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun .. • 
tentang Pedoman Pemberi Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Bireuen Nomor ........... );. 

b. bahwa untuk melaksanakan penelitian atas usulan 
pernberian Hibah dan Bantuan Sosial*) dan 
monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial*) diperlukan kerja tiin. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Keputusan Kepala SKPK...... (Narna 
SKPK Pemberi Rekomendasi) tentang Tim Evaluasi 
atas Usulan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*) 
dan Tim Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial*) SKPK ..... (Nama SKPK 
Pemberi Rekomendasi) Tahun Anggaran ....... . 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 
Simeulue sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara; 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah bcberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

6. Undnng-Undang Nomor I l Tahun 2006 tent,rng 
Pcmcrintahan Acch· 

7. Pcruturan Pcmcri~tah Nomor 12 Tahun 20 l 9 
tentang Pcngclol aan Keuangan Daerah ; 

8. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nornor 77 Tahun 
2020 tcnta.ng Pcdoman Tckn is Pengclolaan 
Keuangan Dacrah; 

9. Pcraturnn Bupati Bircucn Nornor ... Tahun ... 
tcntang Pedoman Pcrnbcri Hibah clan Bantuan 
Sosial yang Bcrsumbcr dari Anggaran Pcndapatan 
do.n Belnnja Daerah {Berita Dacrah Kabupaten 
Bireuen Nomor ..... . ); 

MEMUTUSKAN 

Menunjuk dan mengangkat yang narna yang tercantum 
dalarn Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluator 
dan Tim Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial"') SKPK 
... ...... .. . (Narna SKPK Pemberi Rekomendasi) Tahun 
Anggaran ...... . 
Tim Evaluasi atas usulan Hibah dan Bantuan Sosial 
bertugas untuk: 
a. Meneliti administrasi kelengkapan dan keabsahan 

dokumen usulan pengajuan Hibah dan Bantuan 
Sosial dari Calon Penerima Hibah dan Bantuan 
Sosial"') kepada Bupati Cq. SKPK Pemberi 
Rekomendasi . . . .. .. .. sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

b . Melakukan peninjauan lapangan ke lokasi Calon 
Penerima Hibah dan Bantuan Sosial"'); 

c. Menuangkan hasil pelaksanaan penelitian 
administrasi dan peninjauan lapangan dalam 
laporan; 

d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pcnelitian 
administrasi dan peninjauan lapangan kepada Kepala 
SKPK Pemberi Rekomendasi ........ 

Tim Monitoring dan Evaluasi atas pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial bertugas untuk: 
a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pernberian 

Hibah dan Bantuan Sosial kepada Penerima Hibah 
dan Bantuan Sosial*) sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

b. Jika dianggap perlu, melakukan peninjauan 
lapangan ke lokasi Penerima Hibah dan Bantuan 
Sosial*); 

c. Menuangkan hasil pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi dalam laporan; 

d. Menyampaikan laporan pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi kepada Kepala SKPK Pemberi Rekornendasi 

Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya aktivitas 
Evaluasi atas usulan Hibah dan Bantuan Sosial*) serta 
aktivitas Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial*) SKPK .......... (Na.ma SK.PK Pemberi 
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KELIMA 

KEENAM 

Rekomendasi) ini dibcbankan pad a DPA-SKPK · ·· · · 
(Nama SKPK Pemberi Rekomendasi) ahun Anggaran 
······ ····· 
Keputusan KepaJa SKPK. .. .... (Narna SKPK Pemberi 
Rekomendasi) ni berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan 
sampai dengan tanggaJ 31 Desember . . .. .. .. . . 
Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Tun 
Evaluator dan Tim Monitoring berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ditetapkan di Bireuen 
pad a tanggal .... .. .. .. 

Kepala SKPK 
Pemberi Rekomendasi 

(Nama Jelas) 
NIP .. ... .. ... .. 
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No 

TIM EVALUASI 
USULAN PEMBERIAN HlBAH DAN BANTUAN SOSl/\L*) 

SKPK · ....... lNAMA SKPK PEMBERl REKOMEND/\Sl) 

Nama N\P 
Jabatan dan Tim 

I 

Kepala SKPK . 
Peroberi Rekomendas1, 

{Nama Jelas) 
NIP ........... .. 

1 

J 
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No 

TlM MONITORING DAN EVALUASl 
PEMBERlAN HlBAH DAN BANTUAN SOSlAL*) 

SKPK .. .... .. (NAMA SKPK PEMBERl REKOMENDASl) 

Nama NI? 
J abatan dan Tim 7 

3 
-

-

I -J 

Kepala SKPK . 
Pemberi Rekomendas1, 

(Nama Jelas) 
NIP ........... .. 
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FORMAT3 

(BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAV) 
BERUPA DANG DAN BARANG/JASA) 

Nomor 
Sifat 
1,aIOpiran 
Hal 

KOP SKPK 

··· ·············· ··· ····················· .................. .... .. .................... 
·· ····· ·· ································ 
Penolakan Permohonan 
Hibah/Bantuan Sosial *) 

·············· ········· ·· ····· ········· 
Kcpada 
Yth. Pemohon Hibah/ 
Bantuan Sosial 
di-
Bireuen 

20 ... 

H"bah/ Bantuan Sehubungan dengan permohonan pcmohon 1SKPK Pemberi 
Sosial*) yang diajukan kepada Bupati Cq. Kepala tanggal 
Rekomendasi ........... sesuai surat Nomor •······ ·· ··· ···i~ ... d.ilakukan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hal . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . dan sete dengan ini 
penelitian administrasi dan peninjauan lapan~:r ebagaimana 
disampaikan permohonan hibah/bantuan s0s1 s 
dimaksud tidak dapat diproses. 

. aik dan atas perhatiannya diucapkan Demikian disamp an 
terima kasih. 

Kepala SKPK . 
Pemberi Rekomendas1, 

(Nama Jelas) 
NIP ...... .... . . 

Tembusan: 
1 Bupati Bireuen ah 
2: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daer 

rl pilih salah satu 
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FORMAT 4.1 

(BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG) 

l<OP SKPK 

Nomor 
Sifat 
Larnpiran 
Hal 

································· ··· ····· ·· ······· ···· ···· ·· ······ 20 ...... .. . 

··· ·· ····· ·· ······· ··· ·· ······· ·· ··· ····· 
Kcpada 
Yth. Bupati Bireuen 
Cq. Kepala Bappeda Kabupaten 
Bireuen 
di-
Bireuen 

. Sehubungan dengan pennohonan pemohon hibah/bantuai: 
sosial*) yang diajukan kepada Bupati Cq. Kepala SKPK PeI:1ben 
Rekomendasi ...... .. .. ... setelah dilakukan penelitian administrasi dan 
peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan ~epada 
peneri.ma hibah/bantuan sosial*) sebagai.mana rincian terlampir . 

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar
benarnya dan saya bertanggungjawab penuh atas keabsahan 
rekomendasi ini. 

Kepala SKPK 
Pemberi Rekomendasi, 

(Nama Jelas) 
NIP ............. . 

"') pilih salah satu 
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DAFTAR REKOMENDASl 

-:-o\-=N~am=a-\~A-\a_m_a_t_ f===-Kl<;;.;~1'u~•i}i_uinn~$d~an~~Rfj~c£!n;c;a~nin~l<~e"~ii!at~a~n-=--=--=--=--=--=-:J-r---l<~e--=t-. -i 
cg1alan Bc~aran 

Usu Ian Rckomendasi 

3. dst 

Tuiua n: 
Kc<'ia tun ...... .. .. 

Tota \ 
Tuiuan: 
Kci>:ia tan .. ..... .. . 

Dst 
Total 

Rn .... .. ... . Ro .. .. ... .. .... . . 

Ro .... .. .... .. Ro .... ... ... .. . .. 

Rn ... .. ... ... . Ro ... .. ... ..... . . 

Ro ...... ..... . Ro ... ...... ... .. . 

Ro ... ...... .. . Ro .. .. .. ..... .. .. 

Rn ........... .. Ro ...... ..... ... . 

Ro .. ... ... ... . Ro ...... .. ...... . 

Ro .... .. ..... . Ro .. .. .......... . 

Kepala SKPK 
Pemberi Rekomendasi, 

tNama Jelas) 
NIP ............. . 
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f0RMAT4 .2 

(BENTUK REKOMENDASI HI 
BAH/BANTUAN SOSlAL BERUPA BJ\RANG/JASA) 

Nomor 
Sifat 
1,ar0piran 
Hal 

l<OP SI<PK 

.............. .. .................. ..... ..... .. ... . .. ... ......... . .. . ..... . 20 ... 

Kepada 
Yth . Bupati Bircuen 
Cq. Kepala Bappeda Kabupaten 
Bireuen 
di-
Bireuen 

. Sehubungan dengan permohonan pemohon hibah/bantuan 
social*) yang cliajukan kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi 
Rekomendasi •· ········ ··· sesuai surat Nomor ....................... .. tanggal 
· · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · •· hal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan setelah clilaku.kan 
penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini 
direkomendasikan kepada: 
Na.ma 
Alam.at 
Jenis Barang/Jasa **) 
Volume 
Harga Barang/ Jasa **) 

o O O O • 0 o • ♦ o • • 0 0 0 0 IO O I ♦ 0 0 0 0 •IO ♦ 0 • ♦ • • o o o o o • • • o o o o o • • • o • • 

········ ················· ·············· ···· ·· ··· ····· .. ... ........................................ ... ............... , ...... . 
................................ ........... .. .............. .. ... .... .... 

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Kepala SKPK 
Pemberi Rekomendasi, 

(Nama Jelas) 
NIP ............ . 

*) pilih salah satu . . . ) 
**) sesuaikan dengan jems h1bah/bansos (barang/Jasa 
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FORMAT 5 

DAFTJ\R NAMA PENERlMA, /\LAMAT 
DAN BESARJ\N ALOKASl 1--HBAH DITERIMA 

-

No Nama Penerima /\lamat I Nomor Jdentitas \ Besaran \ 
Hibah lRP) 

Pcnerima Penerima {NlK 
dan No. J:<artu 

Kelunm, 

\ 

Kepala SKPK . 
Pemberi Rekomendast, 

(Naroa Jelas) 
NIP .. ... ... ... . . 
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FORMAT 6 

(SURAT PERMOI Ni\N PENi\NDI\ 
1'1\NGi\Ni\N NPI ID HlOi\H BERUPA UANG) 

Nomor 
Si fnt 
1.,runpirnn 
Hal 

· ····· ·· • .... , . .................. 20 .... .. 

K pacla 
Yth. I< pn\a S KPK 
(Namn SKI'K Pembcri 
Rckomcnd asi) 
di-
Bircu cn 

Schubunnan de 1 •b 
Nruna O n gan : 1 uh dacrah ynng cliajukan, kami: 
Alruno.t · ... ... .......... .. ..... .. ...... .... ... .. ....... .. .. ... ... .. .. 

Nominal sebesar ··· ·· ··· ··· ·· ··· ····· ···· ·· ········ · ··· ····· ···· ·· ··· ···· ·· ·· 
Rp ............ ...... .. .... .. ... . .. ... ..... . .... ..... ... .. . 

( ... .. .... .......... .. ......... ......... ..... .. ........ .. .. .. .... ) 

dcngru~ i~i disampaikan hal seba gai berikut: . . 
1 · Rmcian angg~an biaya/ rencana pcnggunaan hi bah defimtif 

telah sesuru dengan rincian anggaran biaya / rencana 
penggunaan hibah yang direkomendasikan oleh lNama SKPK 
Pemberi Rekomendasi ........... ). 

2. Draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah telah sesuai dengan 
ketentuan tercantum dalarn Peraturan Bupati Nomor ......... . . 
Tahun .......... .... .. tentang .................. (Peraturan Bupati yang 
rnengatur mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari APBK) . 

Berkenaan hal tersebut di atas, Naskah Perjanjian Hibah Daer~ 
telah karni tanda tangani dan mohon untuk dapat ditanda tangani 
oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi .... .... . . .. 

Demikian surat permohonan penandatanganan NPHD . ini 
disarnpaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan tenma 
kasih. 

Penerima Hi bah, 

(Narna Jelas) 
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roRMAT 7.1 

(NASl<AH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA VANG) 

PERJJ\NJIAN 
ANTARA 

PEMERlNTAH KABUPATEN BtREUEN 
SKPK PEMEBERJ REKOMENDASt ........ . 

DAN 
(NAMA PENERIMA HIBAH) 

TENTANG 
PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG 

Pada hari ini ........ .... ...... tanggal ... ........... bulan 
·· ..... · · .... · · • yang bertanda tangan di bawah ini: 

tahun 

I. Nama: .... .......... ... ............ ... . 
Dalam Jabatan sebagai Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi 
··· ······· (sesuai dengan Nama SKPK dan alamat pejabat penanda 
tangan); oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan 
atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk selanjutnya 
disebut PIHAK PERTAMA ' 

II. Narna: ...... ............... ........... . 
Jabatan .. ............ .................... , berkantor di Jln . 
........ .... ............ ......... dalam hal ini menjalani jabatannya 
sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang 
bersangkutan (Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) 
dan Pas al . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. Anggaran Dasar / Akta Pendirian 
(Hi bah untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi 
Kem.asyarakatan berdasarkan akta Nomor ........... yang d.ibuat 
di hadapan ...... ..... ... . Notaris di ...... .......... sebagaimana telah 
disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 
•···· yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia 
N omor . .. . . . . . . . . . . . . .. Tahun . . . . . . . . . . . oleh karenanya sah 
berwenang bertindak untuk dan atas nama 
Pemerintah/Pemerintah Daerah/Kelompok 
Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, untuk selanjutnya 
disebut PIHAK KEDUA. 

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalarn jabatannya 
sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA 
PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3897); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 2003 
Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 

- 67 -

Dipindai dengan CamScanner 



~engclolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (Lembaran 
egara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara 

Nomor 4400); 
5· Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanann Pembangunan Nasional (Lemba.ran Negara Tahun 
2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 

6 · Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848); 

?. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4633); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Talmn 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman 
Pemberi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersurnber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Bireuen Nomor ...... ); 

12. Keputusan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi ....... .... Nomor 
.... Tahun ...... tentang Penetapan Penerima Hibah/Bantuan 
Sosial Kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, 
Organisasi Kemasyarakatan, Kelornpok dan Anggota Masyarakat 
serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran ...... ; 

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi 
.... .............. (Nama SKPK Pernberi Rekomendasi) Nomor 
.................... , Tanggal ..................... , PARA PIHAK sepakat untuk 
melakukan Perjanjian Hibah benru Uang, dengan syarat dan 
ketentuan sebagai berikut: 
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(I) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

Posnl J 

PIHAK PERTAJtmLAH D~ . TUJUA HIBAH 
l<EDUA seb . mh nkan Hibnh b ·rupn uanv kcpnd a PIHAK 
P agaimana PIHAK KE:OU · , ' I K ERTA1 A scnil . R A m nenma dan PH- A 
Hibah scbagaimai pd._. .. ... ... .... ... . ( .. ......... rupiah) . 
dengan Rcncan an; im rurnud pada aya (1) dipcrgunakan c~uai 
bagian yang r:ak cnggu_naan Hi bah/Proponal yang m<~rupa.kan 
dacrah ini. 1 tcrpi sahkan dari na skah pcrja.njian hihah 

Penggu naan bcJan· h. 
benujuan untuk .. J.a ibah scbagaiman a dimaksud pada ayat (2l 

·· ········· ··· ················ ···· 
PASAL2 

PENOGU NAAN 

PIHAK KEDUA 
seba aim . mcnggunakan bclanja hibah bcrupa uang 
R g ana dimaksud dalam Pasal l ayat (1) sesuai dengan 
B:~c°:11a Pe~ggunaan Hibah/Proposal 
d . anJa Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ipergunakan untuk: 

No. Uraian Kertiatan/Penggunaan Jumlah Ro. L Na.ma Kegiatan ............... . 
(Ur~an Belanja) Rp .... .. ... 

Rp . ....... .... ... .... 

(Urruan Belanja) Rp .. ....... 

Contoh: 
Belan~a Konsumsi Rp 50.000,00 
BelanJa ATKi Rp 20.000,00 

2. Na.ma Kegiatan ................. Rp ·············· ····· (Uraian Belanja) Rp .......... 
{Uraian Belanja) Rp ........ _. 

Comoh: 
Belanja Konsurnsi Rp 50.000,00 
Belania ATKi Ro 20.000,00 

JUMLAH KESELURUHAN Rp ····· ·············· 
........................ .. .................. ... ......... .......... .. . rupiah 

Pasal 3 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

(1) PIHAK KEDUA menerima dana Hibah dari PIHAK PERTAMA yang 
disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA apabila 
seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana 
telah clipenuhi oleh PIHAK KEDUA. 

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain. 

(3) PIHAK KEDUA menandatangani Pakta Integritas dan Surat 
Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah. 

(4) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada 
Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi yang meliputi 
laporan keuangan dan laporan kegiatan/sub kegiatan paling 
Iambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. 
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(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Laporan kcuangan . 
terhadap PIHAI( I< , sebagaunana di_maksud pada ayat _(4~ 
diatas RpSOO 000 EDl!A yang ~ cnenma belanJa dengan mlai 
Akuntan Publ'k 1 ,OO (l~a ratus Ju ta rupiah) wajib diaudit oleh 
Pengawas Fu 1 • <ecuah yang telah dilakukan audit oleh Aparat 
Audit b ngsional (BPK RI atau APIP) 

se agaim di · 
lam· 1 . ana maksud pada ayat (5) mencakup antara <esesuruan . 
kepatuh t pcnggunaan dana dcngan proposal dan 
dan dila:k erhad~p ketentuan peraturan perundang-undangan 
Has 'l dit an pal~g lama 2 (dua) bulan. 
oleh1 au . seba?aunana dimaksud pada ayat (6) disampaikan 
R k penen~a hi~ah kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi 
d_e O~dasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah audit 
Kinbya an . selesai dengan tembusan kepada Inspektur 

a upaten Bireuen. 

PIHA~ KEDUA selaku penerima hibah dan objek pemeriksaan, 
menYl:Upan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

PASAL4 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

PIHAK PERTAMA memproses pencairan hibah berupa uang dan 
mentransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA apabila seluruh 
persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah 
telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA. 
Menunda rnemproses pencairan hibah berupa uang apabila 
PIHAK KEDUA tidak/belum rnernenuhi persyaratan dan 
kelengkapan berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

PASAL 5 
SANKSI 

Apabila terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan 
sampai dengan akhir tahun berkenaan maka PIHAK KEDUA 
wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umurn Daerah paling 
lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan 
kegiatan/sub kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 
Desember Tahun Anggaran berkenaan. 
Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan/sub 
kegiatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 dan/ atau 
melaksanakan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan 
proposal yang diusulkan, rnaka harus mengembalikan dan~ 
Hibah yang yang telah diterirna kepada PIHAK PERTAMA melalu1 
Rekening Kas Umurn Daerah. 

- 70 -

Dipindai dengan CamScanner 



Demikian pcrjanjian hibah ini dibunt clan ditanda tangani di Bire~en 
pad~ hari dan tanggal terscbut di atas da1am rangkap 2 (dua) masing
masmg bermatcrai cukup dan mempunyai kckuatan hukUm yang 
sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) 
eksemplar untuk PIHAK KEDUA. 

PIHAK KEDUA 
Nama Jabata.11 

NamaJelas 

PIHAK PERTAMA 
Kepa1a SKPK (Narna S?K 

Pemberi Rekomcndasi), 

NamaJelas 
NIP ......... . .. ... . . 

*) bagi penerima hibah instansi pemerintah 
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yoRMAT7.2 

(NASKAH PERJANJIAN HlBAH DAE 
RAH BERUPA BARANG / JASA) 

PERJANJIAN 
p ANTARA 

EMERINTAH KABUPATEN BIREUEN 
DAN 

(NAMA PENERIMA HlBAH) 

TENTANG 

PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA 

Pada hari · . · 
mi · · · · · · · · .. • • •..... tanggal bulan tahun 

... ··· · · · · .. ··· · yang bertanda tangan di b~;~·i;;i: .... · .... · · ... 
I. Nama · Dal ........ ... ...... ...... .. . :..... .. · 

am Jabatan sebagru Kcpala SKPK Pemberi Rekomendasi 
·· · ·" ·" · (sesuai dengan Nama SKPK dan alamat pejabat penanda 
tangan); oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan 
a~as nama Pemerintah Kabupaten Bireuen, untuk selanjutnya 
d1sebut PIHAK PERTAMA 

II. Nama: ............... ...... .. ... . ..... . 
Jabatan ...................... .. .......... , berkantor di Jln . 
.................................. dalam hal ini menjalani jabatannya 
sesua.i surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang 
bersangkutan (Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) 
dan Pa al ct· · . s .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. Anggaran Dasar / Akta Pen man 
(Hibah untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi 
Kemasyarakatan) berdasarkan akta Nomor ..... .. .... yang dibuat 
di hadapan ... .... ........ Notaris di ................ sebagaimana telah 
disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 
.. , .. yang dimuat dalam Serita Negara Republik Indonesia 
Norn or ................. Tahun ........... tanggal ......... . dan tambahan 
Berita Negara Nomor .... ........ ... Tahun .............. . oleh 
karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama 
Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Kelompok 
Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, untuk selanjutnya 
disebut PIHAK KEDUA. 

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya 
sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA 
PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai 
berik-ut: 
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lernbaran Negara 
Tahun 1999 Nornor 176, Tambahan Lembaran Negara Nornor 
3897); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran 1egara Republik Indonesia Tahun 2003 

omor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
ornor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
eaara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
o~or 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nornor 4355); 
4· ~ ndang-Undang I omor 15 Tal1t1n 2004 tcntnng Pcm rik~Mn 

N/:lolaa.n dan Tan ggti n g Jm ab Kcuan g~ui NcgAro (Lcmbaran 
N g a Tahun 2004 Nomor G6 Ta.mbahan Lcmbaran Negara 

omor 4400); ' c ' 

5· Undan g-Undrmg Nom or 25 Tahun 2004 tcnlang Si5 lcm 
;~~encanaai: Pemban gu nan Nasional (Lcmbarnn Ncg::ira Tah in 

4 Nom0t 49 , Tambahan Lcmbara n Negara Nomor 4503); 
6 · Un ctan g-Undan g Nomor 33 Tahun 2004 tcn tang Pcrimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Oaerah (Lcmbaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lcmbaran Negara 
Nomor 3848); ' 

7 · Undang-Undang Nomor J l Tahun 2006 ten ta ng PemcrLn tahan 
Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4633); 

8 · unda.ng-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 20 1.4 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone5 1.a 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhi.r 
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 20 15 ten tang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201.4 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); ' 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman 
Pemberi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Bireuen Nomor ... ... ); 

12. Keputusan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi ........... Nomor 
.... Tahun ...... tentang Penetapan Penerima Hibah/Bantuan 
Sosial Kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, 
Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat 
serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran ...... ; 

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi 
..... . .. .. ... .. ... (SKPK Pemberi Rekomendasi) Nomor ......... ... .. ... . .. , 
Tanggal .. . .................. , PARA PIHAK sepakat untuk melakukan 
Perjanjian Hibah berupa barang/j asa, dengan syara t dan ketentuan 
sebagai berikut: 
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( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 1 
JENIS BARANG/JASA DAN TUJUAN HfBAH 

PIHAK PERTAMA · . · d 
PIHAK KE mcmb:nkan H1bah bcrupa barang/Jas_a kcpa ~ 
PIHAK PER~~~/\ ~ebagrum_ana PIHAK KEDUA mcncnma dan 

Cnl?an rmcian scba_gai bcrikut: 
No. Nruna Jttmlnh Spcsiliknsl Nllnl Onrru1g/ Jnso Onrnng/Jnsn Unrnng/Jasn Barang/Jasa 

l<clcrangan 
1. 

Jumlah 

~ibah barang/jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pergunakan sesuai dcngan Ren can a Penggunaan 

Hib:"11/Proposal yang merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan 
dar1 naskah pcrjanJ'ian hibah d ah . . p aer m1. 

enggunaan belanja hibal1 barang/jasa sebagaimana dirnaksud 
~ad~ ay_at (2) bertujuan untuk .......................... . 

em enan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clan ayat 
(3) berupa barang/ aset, maka barang/ aset menjadi milik PIHAK 
KEDUA dan dicantumkan dalarn aset/ncraca PIHAK KEDUA 

PASAL2 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

PIHAK KEDUA menerima Hibah barang/jasa dari PIHA~ 
PERTA~A d~ngan jenis/spesifikasi dan jumlah/umt 
sebagaimana d1maksud dalam Pasal 1 Ayat (1) apabila seluruh 
persyar~tan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah 
barang/Jasa dipenuhi oleh PIHAK KEDUA. 
PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Hibah barang/jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain. 
PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pemyataan Tanggung 
Jawab Penggunaan Hibah Barang/Jasa. 
PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan barang/jasa Hibah 
hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan 
barang/jasa Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 
(satu) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau paling lambat 
tariggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 3 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

PIHAK PERTAMA segera menyerahkan barang/jasa Hibah, 
apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan 
penyerahan barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh PIHAK 
KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar. 
PIHAK PERTAMA menunda penyerahan Hibah barang/jasa 
apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan 
kelengkapan berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi 
atas penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa Hibah yang 
diberikan kepada PIHAK KEDUA. 

PASAL4 
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(1) 

(2) 

(3) 

PENYERAHAN HIBAH BARANG/JASA 

Untuk pe~ycrahan Hibah barang/jasa, PIHAK KEDUA harus 
melengkapi dokumen sebagai berikut: 
a . Naskah Perjanjian Hibah Daerah· 
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus; 
c. surat pernyataan tanggung jawab bermeterei cukup; clan 
d. persyaratan lain sesuai kctcntuan peraturan perundang-

undangan. 
PIHAK KEDUA setelah menerima brang/jasa Hibah dari PIHA~ 
PERTAMA segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sesuai 
dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan. 
Penyerahan Hibah Daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK 
KEDUA dicantumkan dalam Serita Acara Serah Terima. 

PASALS 
SANKS! 

(1) Dalam hal penerima hibah tidak menggunakan hibah 
barang/jasa sesuai dengan peruntukannya maka harus 
mengembalikan hibah barang/jasa yang telah diterima kepada 
PIHAK PERTAMA. 

(2) Dalam hal penerima hibah tidak mengembalikan dana hibah 
dan/atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dan/atau 
Laporan Audit, maka dapat dilakukan penundaan dan / ~tau 
penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan hibah 
dan /atau bantuan sosial. 

Demikian perjanjian hibah ini dibuat dan ditanda tangani di Bire:1en 
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masmg
masing benna terai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang 
sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) 
eksemplar untuk PIHAK KEDUA. 

PIHAK KEDUA 
Nama Jabatan 

Nama Jelas 
NIP .... (bagi penerima hi bah 

instansi pemerintah) 
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format 8.1 

(PAl<TA INTEGRITAS HIBAH) 

!(OP BADJ\N/LEMBAGA/OR !AS 

PAKTA INTEGRITAS 

Sesuai Peraturan M . . 
Peraturan Bupati ~ntcn Dalam Ncgcri Nomor 77 Tahun 2020 clan 
Pemberian Hibah d o~or .... .. .. Ta.h.un ............ tcntang Pcdoman 
dengan ini karni y anb antuan S0s1al yang Bersumber dari APBK, 

ang ertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
No. KTP/NIP/NRP *) ................ .. ... ...... ................. .. 

Jabatan •··· ···· ············ ·········· ········· ·· ···· · 
Nama Badan/Lembaga/Ormas ............................................. . 
Alamat Badan/Lembaga/Ormas .... ......................................... .. 

. ························ ·· ···················· 
Sebagai penerima h .bah b 
Bireuen Tah 1 erupa uang dari Pemerintah Kabupaten 

un Anggaran .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. scbesar Rp 
~~~k•k ... : .. t .... ..... .. ( .. _. ....... .. .......... rupiah) yang akan digunakan 

egia an sebagai berikut: 

No. Uraian Kegiatan/PenP-ininaan 
1. Nama Kegiatan 

Jumlah Ro. 
(U . .. .............. Rp ·········· ········ · (Ur~an Belanja) Rp ......... 

rruan Belanja) Rp ......... 

Contoh: 
Belan~a Konsumsi Rp 50.000,00 
BelanJa ATKi Rp 20.000,00 

2. N ama Kegiatan ................. Rp ······ ··· ·········· (Uraian Belanja) Rp .... ... ... 
(Uraian Belanja) Rp ...... .. .. 

Contoh: 
Belanja Konsumsi Rp 50.000,00 
Belanja ATKi Rp 20.000,00 

JUMLAH KESELURUHAN Ro ................... 
.......................................... .... ..................... .. rupiah 

Dcngan ini menyatakan bahwa: 
1. Akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan 

dana hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bireuen 
kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi ... paling 
lambat tanggal 31 bulan Desember Tahun Anggaran berikenaan; 

2 . Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang 
diusulkan dan NPHD yang telah ditandatangani serta 
bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan 
dana hibah yang diterima. 

3. Tidak akan mengalihkan belanja hibah kepada pihak lain; dan 
4. Bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Republik 

Indonesia apabila di kemudian hari terdapat 
penyimpangan/penyalahgunaan dana hibah yang diterima. 
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Demikian surat pertan . 
materci secukup ggunruawaban mutlak ini tlibuat di atas kertas 
mestinya. nya Untuk dapat dipcrgunakan sebagaimana 

Bircucn, .......... .. 

Narna Jabatan 

materai cukup 

Narna Jelas 
NIP ............. *) 

*) Bagi penerima hibah instansi pemerintah pusat/pemerintah daerah 

- 77 -

~~ 
Dipindai dengan CamScanner 



format 8.2 

(PAKTA INTEGR 
ITAS BANTUAN SOSIAL) 

I(Qp BADAN/LEMBAGA/ORMAS 

PAKTA lNTEGRITAS 

Sesuai Pcraturan Ment . 
Peraturan Bupati No en Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 clan 
Pcmberian Hi bah d n;;r........ Tahun ...... .. .... ten tang Pedoman 
dengan ini kami y anb antuan Sosial yang Bcrsumber dari APBK, 

ang ertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
No. KTP 
Jabatan 

. ············································ ·· 
'····· ········································· 

Nama Badan/Lembaga/Ormas 
Alam at Badan/ Lem baga/ Orm as 

. ······· ··· ········· ··························· 

. ····· ···· ····································· 

. ·············································· 
Sebagai penerima b t . . 
Kabupaten Bireuen T:u:~ so:al berupa uang dari Pemenntt 

gg an ............................. sebesar p 
.......... · ...... · .. · .. · ·.... ( ·ah) ak di akan t k k . .. .................... rup1 yang an gun 
un u egiatan sebagai berikut: 

No. Uraian Keltiatan/Pemrnunaan Jumlah Ro. 
1. Nam a Kegiatan ............ .. .. Rp 

(Uraian Belanja) Rp ......... ········· ·· ··· ····· 
(Uraian Belanja) Rp ......... 

Contoh: 
Belanja Konsumsi Rp 50.000,00 
Belanja ATKi Rp 20.000,00 

2. Nama Kegiatan ................. Rp ······ ············· 
(Uraian Belanja) Rp .... ...... 
(Uraian Belanja) Rp ... ....... 

Contoh: 
Belanja Konsumsi Rp 50.000,00 
Belanja ATKi Rp 20.000,00 

JUMLAH KESELURUHAN Ro ., ................. 
................................... ............ .. .................... ruoiah 

Dengan ini menyatakan bahwa: 
1. Akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan 

dana bantuan sosial yang diterima dari Pemerintah Kabupaten 
Bireuen kepada Bu pati Cq. Kepala SKPK Pcmberi Rekomendasi 
(Nama SKPK) paling lambat tanggal 31 bulan Desember Tahun 
Anggaran berikenaan; 

2. Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang 
diusulkan yang telah ditandatangani serta bertanggung jawab 
secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan 
sosial yang diterima. 
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,, 

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA 

Pada hari mi · · · · .... · · • •.... tanggal bulan ..................... tahun .... .................... · 
bawah ini: ...................... . Kami yang bcrtanda tangan di 

Nama 
tbatan K~~~·~· siai::::::: :: ·. :: ·. ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: :: ::: :: 
s f~t : ... ............................. ... ......................... .. ... . 

e anJutnya disebut PIHAK PERTAMA 

Nama : ················································· ·· ··············· 
Jabatan : Penerima Hibah/Bantuan Sosial*) 
Alamat : 
Selanjutnya d-i~~·b~;·PiHAi'KEDUA .. ..... ..... ............ ......... . 

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 
............................ Tahun Tanggal ... ... ... *) 
PIHAK PERTAMA menyerahk~.b~~~ .. kepada PIHA'i'KEDUA, dan 
PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK 
PERTAMA b erupa daftar terlamuir: 

No 
Nama Jumlah Spesifi.kasi Nilai Ket 

Barane/Jasa Barane/Jasa Barang/Jasa Baranl!'/Jasa 

1. 
Jumlah 

Demikianlah berita acara serah terima barang/jasa ini dibuat oleh 
kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalarn kead~8? 
baik dan jumlah yang cukup, sejak penandatangan berita acara mi, 
maka barang/jasa tersebut, menjadi tanggung jawab PIHAK 
KEDUA, memelihara/merawat dengan baik serta dipergunakan 
untuk keperluan (tempat dimana barang itu dibutuhkan). 

PIHAKKEDUA 
Nama Jabatan, 

(Nama Jelas) 
NIP (bagi penerima hibah instansi 

pemerintah) 

PIHAK PERTAMA 
Kepala SKPK (Narna SKPK Pemberi 

Rekomendasi) 

(Nama Jelas) 
NIP ........... . 
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.. 

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) 

LAPORANPENGGUNAAN 
HIBAH/BANTUAN SOSIAL *l 

··· ···· .. ·· · .. · ····· ······• .. ...... ...... .... .... .. ...... (Nama Badan / Lembaga/Ormas) 

TAHUN ANGGARAN ....... . 

LOGO 

BADAN/LEMBAGA/ 

ORMAS 

NAMA BADAN /LEMBAGA/ ORMAS 
ALAMAT 
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J(ATA PENGANTAR 

s u RAT PERNYATMN BER v1 AT ERJ\1 TELAH d!E GGWIAKA i DA; :;:. 
r{IBAH / BANTUAN SOSIAL SESUAI PROPOSAL DEFI ITIF / RAB / 1iPHD 

oAFTAR ISl 
A. Laporan Keuan gan 

Rekapitulasi Rcali sasi Pcnggu naan Dana Hibah/Bantuan s ,.Jsi:/ 
(Sesuai RAB) 
(sesuaiformat di bawah ini) 

No. 
Uraian Anggaran ReaJfaasi SaJdo Keteran~ 

Kegiatan (Rp\ (Rp\ (Rol 

Rincian Realisasi Kegiatan Penggu naan Dana Hibah/Bantuan So5i.a 
(sesuaiformat di bawah ini) 

Uraian 
Anggaran Realisasi Saldo 

To. Rincian Keteranga 

Keciatan (Rp) (Rp) (Rp) 

C 

-

Rekening Koran ., G .. .,., 
Bukti Setoran Pengembalian Sisa Dana Hibah ke Kas Daerah 1-= 
ada sisa dana hibah) 

B. Laporan Kegiatan/Sub Kegiatan 
Pendahuluan 
Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan 
Hasil Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan 

························ ···· ····················· 

c. Penutup 
Kesimpulan 

LAMPlRAN-LAMPIRAN 
*) Pilih salah Satu 
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f()R.\iAT 11 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH/ 
BANTUAN SOSIAL *) 

ye,ng bertanda tangan di bawah ini: 

-~ • •••• • •• •••••• ••• • • ••••u•• •••••••••• •• • •• • 

~1' !'\.-r? ,~1? ·1 ....... ··· ·· ·········· . ;;~:.in /' -b · /0 : ...... ....... ....... . ::·.::·.::::·.:::·.::·.::·.::·.::·.::::·.:·.·.:: 
,·e,:;1a gadan ~ aga rmas : .. ........... .. :~t aaden/ Lcmbaga/Ormas: ... ..........•.... .. .•. .... ·.·:.·.·.·.·::.".".·.·.·_-_-_-_-_-_-_-_-.·.·.·.·.·.·:::. 

oengan ini mcnyatakan bahwa dana Hibah/Bantuan Sosial *) dari Pemerintah 
Ka bu paten Bireuen Tahun Anggaran ... . ... .. .. . . .. .. . . . . scbesar Rp 

;;;;;;;~·. ;~;.;;,ti· d~;;;;;;;; N;~kah \;~;;;;;;;;;.;;·· o;;;;;i; (NPii;;jPa;1'.!,g ~:\~ 
ditandatangam antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan 
... •··············:·· ······· ···· · ······· ··-- ··· · (nama badan/lembaga/ormas) **) /Rencana 
. .\nggaran B1aya (RAB) dan Proposal yang diusulkan ..,.,.*), dan saya bertan~g 
ja~vab atas pengguna~ dana hibah/bantuan sosial tersebut baik sec~a pidana 
Illaupun perdata dan tidak melibatkan Pihak Pemerintah Kabupaten Bi.reuen. 

oemikian Surat Pemyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

*) pilih salah Satu 
•·) untuk Hibah 
*-*} untuk Bantuan Sosial 

Bireuen, .................... . 

Nama Jabatan 

materei cukup 

(Nama Jelas) 
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FORMAT 12 

VSULAN KEPALA SKPK BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN KEPADA 
lNDlVIDU DAN/ATAU KELUARG/\ BERUP/\ UANO) 

No1nor 
Sifat 
1,3.inpiran 

rial 

KOP SKPK PEMBER! REKOMEND/\Sl 

···· ···· ········ ···· ······ ··· ··· ···· ····· .. . ...... .. ..... .. ............ .. ..... 20 .. . 
···················· ······· ·· ············ 
u·~~i~ ·p~~~~i~~·~~; · · · · · · .. · · · Kcpacla 

Yth. Bupati Bireucn 
Bantuan Sosial yang 
Direncanakan Kepada 
Individu dan/ atau 
Keluarga berupa Uang 

Cq. Kepala Bappeda Kabupaten 
Bireuen 
di 
Bireuen 

Sesuai Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan 
Peraturan Bupati Nomor ........ Tahun ............ tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBK, 
dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

Na.ma 
NIP 
Jabatan 

. ······················································ 

. ······ ·························· ····· ···· ··· ··· ···· ·· · 

. ········································· ............. . 
Dengan ini mengajukan usulan permohonan bantuan sosial dengan 
rincian sebagai berikut: 

0 Nama Alamat NIK No Kartu Jenis J umlah 
Penerima Penerima Keluar12:a Kelamin (Ro\ 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Bersama surat ini kami lampirkan Surat Rekomendasi. 

k k d di lebl.h lanJ·ut sesuai Demikian disampai an untu apat proses 
ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

Kepala SKPK 
Pemberi Rekomendasi, 

lNama Jelas) 
NIP ..... ......... . 
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LAPORAN B ASIL MONITORING DAN EV ALUJ\SI 

LAPORAN MONITORING DAN EV ALUASI 
HIBAH/BANTUAN SOSIAL *) 

TAHUN ANGGARAN .. .... 
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L 

}v\TA PE, GA , 'TAR 

oArfAR I. I 
A. PE DAHUL A, 

13. PELAK81 A , PH >OR . ~ /Kr.GI, T •1 
Rcnc::ina/U ulS\n 1< , r,i"' "n/P • • u . , ros:tr"'lm 
(i-es uar Jonna di baumh rntJ 

Urawn 
Progrnm/ 

K gia An/S 
t--r--------.i-~K~·.atnn 

o. n ad nn / Lem l>:1 gll / 
Ormac; 

Rcalisa i Program Hiba / Ban os •) 
sesuai onna di ba ah ini 

Bndan / 
·o. u-mb::tRA 

Onna'!, 

·1 ru>1n 
Program /I< gi;i.tan/Sub ' ·· ::\l\ 

l<egia ,u, IP Pl 

C . HASIL PELAKSA AA PROGRAM/ KEGIATA, 
HASIL PELAKS AA PROGRA.! / KEGIA 
UMU 
HA.SIL PELAKSA1 AA PROGRA:. /Kr.G 
MENUNJA G PROGARM / KEGlATAii 
KABUPATE BIREUE 

D . PERMASALAHAN DAN PEMECAHA 
PERMASALAHAN 
PEMECAHAN MASALAH 

E. PENUTUP 
Kesirnpulan 
Saran 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
*) pilih salah satu 
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Yaflg bcr 

SURAT PERNYATAA TA GGUNG JAWAB MUTLAK 
PE GOU! A ANOGARAN 

sKPK ...... ··· ··· (NAM /\ SKPK PEMBER! REKOME DASI) 

tanda tangan di bawah ini : 

. ···· ··· ··· ··· ··· ···· ··· ·· ····· ······ ··········· ·· ······ ·· · 
an ini menyatakan bahwa dana Bantuan Sosial yang Tidak Direnca.naJr..an 

pe~gpernerintah Kabupatcn Bireucn Tahun Anggaran ... ............ .. .... scbesar Rp 
da.!1 . .. ........ . ... •• ....... •• • • .. .. ... . . •• ( ..... . ......... ... ........... . ....... . .. rupiah) a}-.an 

•·:· ·~~;kan sesuai de~gan Rcncana Kebutuhan Belanja (RKB) yang d.iajuY...an .dan 
d15 bertanggung Jawab alas penyaluran Bantuan Sosial yang i1dak 
s~Ya canal<an tersebut baik secara pidana maupun perdata. 
p1ren 

jkian Surat Pemyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat 
D.ern gunakan sebagaimana mestinya. 
d1per 

Bireuen, .. . .............. . 

Kepala SKPK 
Pemberi Rekomendasi 

materai cukup 

(Nama Jelas) 
NIP ......... . 

- 89 -

Dipindai dengan CamScanner 


